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PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011
Pangandaran 46394 - Jawa Barat

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR  : 050/Kpts. 127 -BPKD /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BPKD KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun
2021 - 2026 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien,
efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan
yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Kerja BPKD
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana
Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan



10.

11.

12.

13.

14.

Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6542);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem = Perencanaan Pembangunan  Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 87);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15,



28.

29

30

31.

32.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah



Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran;

34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 tahun 2016
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten
Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82);

37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKD
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana

Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKD Tahun 2022



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala

Badan ini dibebankan kepada DPA BPKD Kabupaten Pangandaran
dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh
pejabat yang berwenang.

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 3 September 2021

KEPALA BPKD
KABUPATEN PANGANDARAN

HENDAR SUHENDAR S



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KAB. PANGANDARAN

NOMOR : 050/Kpts. 127 -BPKD /2021

TANGGAL : 3 September 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BPKD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021
I. Penanggungjawab : Kepala Badan
II. Ketua : Sekretaris
III. Sekretaris : Fungsional Perencana
IV. Anggota . Semua Kepala Bidang;
. Semua Kasubid dan Kasubag;
. Semua Fungsional Umum;
. Operator Perencanaan;

. Operator Keuangan;

. Operator BMD.

S U A W NN =

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 3 September 2021

KEPALA BPKD
KABUPATEN PANGANDARAN

HENDAR SUHENDAR S



s oo PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
; BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Raya Cijulang No. 248 Telp./Fax. (0265) 2640011
Pangandaran 46394 - Jawa Barat

ARRRRERRRENRRNRRRRRRRRNRR
CLLAALLLLLLL

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR :050/Kpts.129.a/BPKD/2021

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022

Menimbang * a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Rencana dan
Strategi BPKD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, perlu
disusun dokumen Rencana Kerja BPKD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022;

b. bahwa Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran Nomor:
050/Kpts. 115 /BPKD/2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja
(Renja) BPKD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 perlu
dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD,
RPIJMD dan RKPD, Rencana Kerja BPKD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan
dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6542);

14.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi,  dan Nomenklatur ~ Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 249);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang



Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor
15);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 — 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 3);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);

33.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

34.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 tahun 2016 Tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

35.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017 Nomor 53);

36.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020 Nomor 82);

37.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapakan : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
pengelolaan keuangan dan aset di Daerah;
Kepala BPKD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin BPKD;
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2022, yang
selanjutnya disebut Perubahan RENJA BPKD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
Anggaran Tahun 2022.

wnN

BAB II
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 2

Sistematika Renja sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022 terdiri dari:
BABI  Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III Tujuan dan Sasaran BPKD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD

3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan BPKD
BABV  Penutup

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3
Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Kepala BPKD Kabupaten
Pangandaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 BPKD dan menjadi tolok ukur



pertanggungjawaban kinerja tahunan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAKIP) BPKD Kabupaten Pangandaran

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Pangandaran Tentang Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 maka Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 dinyatakan berlaku
hingga penyusunan LAKIP/LKP] Tahun 2022

Pasal 6
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala BPKD ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKD.

Ditetapkan di  : Parigi
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021

KEPALA BPKD
KABUPATEN PANGANDARAN,

HENDAR SUHENDAR S



KATA PENGANTAR

enyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 mengacu

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) yang mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang,
disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Khusus untuk Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran.

Lebih lanjut isi dari Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah
gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari
Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran
sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 I



Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang mana
dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310) dan Perubahannya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312) serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi

bagian dalam proses pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses
penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pangandaran. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan

konstribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 7 Oktober 2021
KEPALA BPKD
KABUPATEN PANGANDARAN

Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641116 199303 1 007
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j PERUBAHAN RENCANA
""""""" BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERJA (RENJA) TAHUN 2022
w KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memberikan implikasi secara
langsung terhadap semakin luasnya cakupan perencanaan daerah. Adanya
peralihan yang bersifat desentralistik ini kian menegaskan kedudukan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lembaga yang melaksanakan
kewenangan Daerah di bidang keuangan, pengelolaan aset dan pendapatan
daerah dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga produk
perencanaan yang dihasilkan mampu memenuhi tuntutan dan dinamika
kehidupan masyarakat yang kian berkembang.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diatas, sejalan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran menyusun
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara
berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana
pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rancangan Awal Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Setelah itu ditindaklanjuti dengan
penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja oleh tiap-tiap SKPD. Dalam
rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022
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""""""" BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERJA (RENJA) TAHUN 2022
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Ketentuan
tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (PD) dan Rancangan APBD. Hal tersebut memiliki
makna/arti bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam
RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan, karena sudah memperhitungkan
ketersediaan anggaran dan ini sejalan dengan Pasal 32 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan
pagu vyang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak
menghambat pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dilakukan
dengan melihat kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya,
fenomena yang ada, isu strategis serta mempertimbangkan sinergitas antar
sektor dan antar wilayah. Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya
yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah
tahunan yang terbagi menjadi common goals yang merupakan kegiatan
lintas sektor dan memerlukan sinergitas yang tinggi lintas Perangkat daerah
(PD), serta prioritas pembangunan non common goals yang merupakan
kegiatan sektoral yang dikerjakan oleh Perangkat Daerah (PD) secara
mandiri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah
sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 dan
RPIJMD Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran

2
Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 I



) PERUBAHAN RENCANA
"""" BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERJA (RENJA) TAHUN 2022

w KABUPATEN PANGANDARAN

1.2

Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016-2021. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) ini juga mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Landasan Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan
perubahan Rencana Kerja(RENJA) Tahun 2022, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

3
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

5
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 87);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
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Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 —
2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 5);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4)

33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang
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Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuapten Pangandaran Nomor 24 Tahun
2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

35. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 35);

36. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor
45).

1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah sebagai
pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun

2022. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antar
wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;

b. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;

d. Menciptakan alokasi sumber daya pembangunan daerah secara efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, sebagai pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan, disusun dalam
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
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1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3.  Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB 11 HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
3.3.  Program dan Kegiatan
BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Menjelaskan tujuan, sasaran dan prioritas program dan kegiatan.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
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BAB II
HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
maka Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan perlu dilaksanakan
oleh BPKD sebagai institusi Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Evaluasi ini diawali dengan kegiatan pemantauan atas keseluruhan
pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik melalui pengamatan lapangan
maupun analisis terhadap laporan triwulan.

Evaluasi ini dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan pembangunan, baik
fisik maupun non fisik yang berasal dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu
APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.

Pada umumnya pencapaian realisasi keuangan maupun fisik belum
mencapai target, hal tersebut disebabkan oleh beberapa mekanisme dan
proses administrasi. Dengan demikian kondisi tersebut berdampak pada
pencapaian/realisasi fisik serta keuangan masing-masing kegiatan.

Untuk kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022,
mengacu pada APBD tahun 2021 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-
tahun sebelumnya. Gambaran lengkap dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah sampai dengan Tahun 2021 tersebut disajikan dalam tabel T-C.29.
dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
(Terlampir)
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BPKD disajikan dengan
format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
(Terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Perangkat Daerah
lingkup Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam hal ini
mengkoordinasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan,
pendapatan dan aset daerah. Untuk perencanaan jangka panjang adanya
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
perencanaan tingkat menengah adanya dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan dengan
adanya dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD).

RKPD disusun berdasarkan hasil Musrenbang yang dilakukan secara
berjenjang melalui rapat forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD
Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengkoordinasikan usulan
program kegiatan hasil forum Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan
penyusunan RKPD. RKPD ini dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana
Kerja masing-masing Perangkat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kualitas Sumber Daya
Manusia sehingga memperlambat proses penyusunan dokumen
perencanaan, pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah.

Untuk mengatasinya dilaksanakan Peningkatan Profesionalisme

aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan
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optimalisasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan
sistem akuntansi daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban sampai pada pelaporan keuangan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan hasil Review terhadap Rancangan awal RKPD, untuk
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah antara program dan kegiatan sudah
sesuai namun besarannya berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di
dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut :
Tabel T-C.31.
(Terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat 4 (empat)
program, 16 (enam belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Sub Kegiatan
yang diusulkan dari para pemangku kepentingan maupun dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah. Adapun
prosesnya usulan tersebut diperoleh dari musrenbang di tingkat desa
kemudian dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan. Program dan
kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang tingkat kecamatan tersebut
kemudian disampaikan di musrenbang di tingkat kabupaten.
(Tabel. T-C 32)
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah
TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG. Untuk mewujudkan
visi ini juga telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus diemban yakni:

Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya saing.

Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Misi 4 : Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Misi 5 : Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

- F F & F F

Misi 6 : Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

4+ Misi 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga.

+ Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

4+ Misi 9 : Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk melaksanakan misi ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional
yang meliputi :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas
yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas
sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai
tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang
dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan
ekonomi wilayah.

3. SDM yang berkualitas dan berdaya saing
Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang
dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan
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layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta,
memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan
kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan
kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM,
serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

4. Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan
meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun
etos kerja.

5. Infrastruktur untuk dan Pelayanan Dasar
Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar

6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana
dan perubahan iklim.

7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan

serta transformasi pelayanan publik.

3.1.1. Prioritas Pembangunan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sebagaimana

tertuang dalam RPIJMD tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Jawa

Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dengan

Misi sebagai berikut:

1. Membentuk manusia pancasila yang bertagwa melalui peningkatan
peran masjid dan tempat ibadah sebagai peradaban;

2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan
produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;

3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis
lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan
konektivitas antar wilayah;

4. Meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi umat yang
sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan

kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
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5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif
antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk tahun
2022 adalah:

“Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, maka terdapat alternatif
tema pembangunan RKPD Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat yakni:
1. Prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa
Barat.
2. Mewujudkan “Jabar Juara” dalam peningkatan kesejahteraan terutama
pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-
19.
Untuk mencapai alternatif tema tersebut maka ditetapkan Prioritas
Pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut:
Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;

Gerakan Membangun Desa;

W ® N h WM

Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;

—
o

. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

11. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; dan

12. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

3.1.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada
Tahun 2022 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua RPJMD
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 vyang secara khusus
berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki
tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya
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ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Maka

tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 adalah:

“Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing

Berbasis Kearifan Lokal”
Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi

prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan layanan kesehatan dan ketertiban pada sektor destinasi
pariwisata;

2. Peningkatan promosi dan perbaikan sarana dan prasarana destinasi
pariwisata;

3. Pemberian subsidi dan bantuan kepada pelaku usaha yang mendukung
pariwisata;

4. Peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan;
Optimalisasi destinasi pariwisata unggulan;

6. Gerakan membangun desa wisata.

Sasaran Prioritas :

a) Makin meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh
instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh
integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

b) Makin meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen
pelayanan yang professional, SDM berintegritas, penerapan standar
pelayanan minimal, dan data kependudukan yang valid dan up to date.

c) Makin efektifnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai ujung tombak
pelayanan kepada masyarakat yang didukung manajemen pemerintahan

dan pembangunan daerah yang baik.

Arah Kebijakan Prioritas :

a) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural
berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan
kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process),
pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan
pencapaian kinerja secara optimal.

b) Penataan otonomi daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai

wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dan peningkatan efisiensi dan
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efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, serta efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan Pemilukada 2020.

c) Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan
di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam
implementasi pembangunan.

d) Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik
yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

e) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum
melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan
korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

f) Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem
Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi

pertama pada Kartu Tanda Penduduk.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, selanjutnya
ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang dilanjutkan dengan sejumlah program
dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sebagai rencana dalam
pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pangandaran. Program dan kegiatan prioritas ini merupakan
program yang ditentukan sesuai dengan misi yang akan dilaksanakan yaitu
sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan

berbasis potensi lokal;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien dan

akuntabel.

Adapun Tujuan dan Sasaran sesuai misi antara lain sebagai berikut :
Tujuan:
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance);

Sasaran:
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat;

3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan BMD;
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4. Meningkatnya pajak daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2022, program kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

b.  Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

c. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban dan
pelaporan APBD

d. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah

e. Peningkatan pengelolaan aset daerah

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebanyak 4
(empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) Sub
Kegiatan. Untuk lebih rincinya bisa dilihat pada Tabel T-C.33
Tabel T-C.33.
(Terlampir)
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan dokumen
perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten
Pangandaran Tahun 2022 dan RPIJMD Kabupaten Pangandaran yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 27
Tahun 2018. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini juga
mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pendanaan untuk keseluruhan program dan kegiatan di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah bersumber pada APBD Kabupaten

Pangandaran.

Perubahan Rencana Kerja program dan kegiatan yang ada di Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Jumlah anggaran Rp. 15.865.748.431,00 yang diimplementasikan
ke dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub
kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan
jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 96.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Tersusunnya Renstra, Renja, RKT, RKA/DPA
BPKD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 4
Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan
BPKD. Uraian dari kegiatan ini melakukan penyusunan
perencanaan program dan kegiatan keuangan dan aset
sehingga terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang menganut efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan jumlah anggaran yaitu
sebesar Rp 67.400.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
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Tersedianya Data laporan capaian kinerja SKPD. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 4 Dokumen. Hasil yang dicapai
dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan capaian Kinerja
BPKD. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
sehingga bisa dijadikan evaluasi pada program dan kegiatan
yang tidak mencapai target dan realisasi fisik 100% juga untuk
mengukur kinerja sasaran dari masing-masing program dan
kegiatan dibidang-bidang.

3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan jumlah anggaran
yaitu sebesar Rp 12.135.886.805,00. Sasaran dari kegiatan ini
adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 60 Orang. Hasil yang dicapai
dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan
tunjangan ASN. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan
pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara berkala setiap
bulan.

4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD. Jumlah Anggaran Rp 66.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Terpenuhinya pengelolaan keuangan
daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 5
Dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Terkelolanya Laporan Keuangan Daerah. Uraian dari kegiatan
ini adalah menyediakan SPP/SPM Belanja.

5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD, dengan jumlah anggaran vyaitu sebesar Rp
10.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya
administrasi laporan keuangan akhir tahun. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Laporan. Hasil yang dicapai
dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir
Tahun. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Penyusunan
laporan Keuangan pada tahun anggaran sebelumnya dan
dijadikan bahan evaluasi pada program dan kegiatan pada
tahun anggaran berikutnya.

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran, dengan jumlah anggaran
]
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yaitu sebesar Rp 10.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini
adalah Tercapainya ketepatan pelaporan keuangan SKPD.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 3 Laporan. Hasil
yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran.  Uraian  dari
kegiatan ini adalah melakukan penyusunan laporan keuangan
semesteran yang dijadikan bahan  pelaporan  dan
pertanggungjawaban  pengelolaan keungan persemester
sehingga bisa mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang menganut efisiensi, efektif dan transparan dan
akuntabel dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas
disesuaikan dengan realisasi anggaran program dan kegiatan.

7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran, dengan jumlah anggaran vyaitu sebesar Rp
10.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tercapainya
ketepatan pelaporan keuangan SKPD. Target capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah 1 Laporan. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan analisis prognosis
realisasi anggaran. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan
penyusunan laporan keuangan semesteran yang dijadikan
bahan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan
keungan persemester sehingga bisa mewujudkan pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang menganut efisiensi, efektif dan
transparan dan akuntabel dengan menggunakan indikator
kinerja yang jelas disesuaikan dengan realisasi anggaran
program dan kegiatan.

8) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan jumlah
Anggaran Rp 62.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Terpenuhinya penatausahaan aset daerah. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 3 jenis. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah Terkelolanya Laporan Aset Daerah. Uraian
dari kegiatan ini adalah tersedianya barang milik daerah yang
dikelola.

9) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan jumlah
Anggaran Rp 84.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah

Terpenuhinya Pelaporan penatausahaan retribusi daerah.
]
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Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 11 Laporan.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan
pengelolaan Retribusi Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah
menyediakan laporan pengelolaan retribusi daerah.

10) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
Jumlah Anggaran Rp 50.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini
meningkatnya kualitas kinerja perkantoran. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 165 Stel. Hasil dari kegiatan ini
adalah tersedianya jumlah pakaian dinas beserta atribut
kelengkapannya. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan
pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk memfasilitasi
kegiatan perkantoran.

11) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian,
dengan jumlah Anggaran Rp 99.800.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan
pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Laporan. Hasil yang dicapai
dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan pelaksanaan
pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Uraian dari
kegiatan ini adalah menyediakan laporan pelaksanaan
pengelolaan sistem informasi kepegawaian.

12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor. Jumlah Anggaran Rp 9.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan
dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang
berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 6 Jenis.
Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Uraian dari kegiatan ini
adalah menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.

13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah
Anggaran Rp 300.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan
tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 100 Jenis. Hasil dari kegiatan ini

adalah Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor. Uraian
]
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dari kegiatan ini adalah menyediakan Peralatan dan
perlengkapan Kantor.

14) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Jumlah
Anggaran Rp 50.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan
tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Jenis. Hasil dari kegiatan ini
adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan. Uraian
dari kegiatan ini adalah menyediakan barang cetakan yang
dibutuhkan untuk kepentingan kantor dan melaksanakan
penggandaan dokumen.

15) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan. Jumlah Anggaran Rp 7.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan
dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang
berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Jenis.
Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya Surat Kabar Pikiran
Rakyat, Kabar Priangan, Pangandaran News, Harapan
Rakyat,Radar dan Bahan Bacaan seperti buku Perundang-
undangan . Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Jumlah Anggaran Rp. 360.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini
adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam
pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 120 Laporan.
Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Uraian dari kegiatan
ini adalah memfasilitasi pegawai untuk rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

17) Pengadaan Mebel. Jumlah Anggaran Rp 100.000.000,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan
keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan
peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 15 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya

jumlah penyediaan mebel. Uraian dari kegiatan ini adalah
]
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menyediakan mebel kantor untuk memfasilitasi kegiatan

perkantoran.

18) Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya. Jumlah Anggaran Rp.

125.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya
wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai
tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 25 unit peralatan mesin kantor lainnya. Hasil
dari kegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan mesin kantor
lainnya. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan Peralatan

mesin kantor lainnya.

19) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah

Anggaran Rp 340.189.642,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan
tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 3 unit bangunan gedung kantor.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jumlah bangunan
gedung kantor. Uraian dari kegiatan ini adalah menyediakan
bangunan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan

perkantoran.

20) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Jumlah Anggaran Rp.

4.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya
wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai
tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 1.100 Buah. Hasil dari kegiatan ini adalah
tersedianya jasa surat menyurat untuk administrasi
perkantoran. Uraian dari kegiatan ini adalah membuat surat
konsep surat yang akan dikirim kemudian di ketik, diagenda
dan dikirimkan dan menerima surat masuk kemudian diagenda,

didisposisi, didistribusikan dan diarsipkan.

21) Penyediaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik. Jumlah Anggaran Rp. 550.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan
dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang
berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 4
Rekening. Hasil dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening

telpon, air, internet/faximile dan listrik. Uraian dari kegiatan ini
]
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adalah membayar tagihan rekening listrik, telepon, air dan
internet.

22) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah Anggaran
Rp. 529.200.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan
tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 12 Orang makanan dan
minuman dan jumlah orang yang melaksanakan jasa pelayanan
umum kantor. Hasil dari kegiatan ini adalah Tersedianya
Makanan dan Minuman dan orang yang melaksanakan tugas
pelayanan umum kantor. Uraian dari kegiatan ini adalah
menyediakan makanan dan minuman tamu, rapat dan kegiatan
serta menyediakan orang sebagai pelaksana jasa pelayanan
umum kantor.

23) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Jumlah Anggaran Rp 317.471.984,00. Sasaran dari kegiatan ini
adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam
pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 65 unit
kendaraan yang diservis dan berizin dan 65 unit mobil jabatan
yang dipelihara. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
perorangan/operasional. Uraian dari kegiatan ini adalah
membayar pajak kendaraan dinas/operasional pemeliharaan
kendaraan dinas.

24) Pemeliharaan Mebel. Jumlah Anggaran Rp. 22.000.000,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan
keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan
peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 15 Jenis. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebel. Uraian dari kegiatan ini
adalah untuk memelihara Mebeleur secara rutin/berkala.

25) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Jumlah Anggaran
Rp. 260.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah

Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan
]
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tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 7 Jenis. Hasil dari kegiatan ini
adalah Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
mesin lainnya. Uraian dari kegiatan ini adalah untuk
memelihara peralatan dan mesin lainnya secara rutin/berkala.
26) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya. Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan keterampilan
dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang
berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 7 Unit
gedung kantor. Hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan
lainnya. Uraian dari kegiatan ini adalah untuk memelihara

gedung kantor dan bangunan lainnya secara rutin/berkala.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah anggaran Rp.
237.263.077.537,00 yang diimplementasikan ke dalam 5 (lima)
kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, yaitu sebagai
berikut :

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS. Jumlah Anggaran
Rp. 250.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari
perencanaan dan penganggaran secara tertib akuntabel dan
transparan.. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 2
dokumen Perencanaan KUA dan PPAS Murni. Hasil yang dicapai
dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Uraian dari kegiatan
ini adalah Memberikan acuan dan pedoman kepada pejabat
yang berwenang untuk mengevaluasi dokumen perencanaan
dan penganggaran tentang KUA dan PPAS Murni sehingga
tujuan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
dapat tercapai, yaitu terdapatnya dokumen perencanaan dan
penganggaran tentang KUA dan PPAS Murni yang sinkron
dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan

peraturan daerah lainnya.
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2)

3)

4)

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS. Jumlah Anggaran Rp. 250.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan
keuangan mulai dari perencanaan dan penganggaran secara
tertib akuntabel dan transparan.Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 2 dokumen Perencanaan KUA dan PPAS
Perubahan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah
Memberikan acuan dan pedoman kepada pejabat yang
berwenang untuk mengevaluasi dokumen perencanaan dan
penganggaran tentang KUA dan PPAS Perubahan sehingga
tujuan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
dapat tercapai, yaitu terdapatnya dokumen perencanaan dan
penganggaran tentang KUA dan PPAS Perubahan yang sinkron
dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan
peraturan daerah lainnya.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD. Jumlah
Anggaran Rp. 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
kesesuaian penganggaran dengan ketentuan pedoman
penyusunan anggaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya RKA SKPD dan yang di asistensi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Uraian dari kegiatan ini adalah
melakukan penyusunan dan verifikasi terhadap RKA SKPD,
menguji kepatuhan terhadap pedoman, peraturan, menguji
kewajaran, kepatutan dan konsistensi terhadap dokumen
perencanaan lainnya.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD.
Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini
adalah kesesuaian penganggaran dengan ketentuan pedoman
penyusunan anggaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya Perubahan RKA SKPD yang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Uraian dari kegiatan ini adalah
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5)

6)

7)

melakukan penyusunan dan verifikasi terhadap Perubahan RKA
SKPD, menguji kepatuhan terhadap pedoman, peraturan,
menguji kewajaran, kepatutan dan konsistensi terhadap
dokumen perencanaan lainnya.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD. Jumlah
Anggaran Rp. 200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
kesesuaian penganggaran dengan ketentuan pedoman
penyusunan anggaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya DPA SKPD yang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Uraian dari kegiatan ini adalah
melakukan penyusunan dan verifikasi terhadap DPA SKPD,
menguji kepatuhan terhadap pedoman, peraturan, menguji
kewajaran, kepatutan dan konsistensi terhadap dokumen
perencanaan lainnya.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD.
Jumlah Anggaran Rp. 250.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini
adalah kesesuaian penganggaran dengan ketentuan pedoman
penyusunan anggaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya Perubahan DPA SKPD yang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Uraian dari kegiatan ini adalah
melakukan penyusunan dan verifikasi terhadap Perubahan DPA
SKPD, menguji kepatuhan terhadap pedoman, peraturan,
menguji kewajaran, kepatutan dan konsistensi terhadap
dokumen perencanaan lainnya.

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Jumlah Anggaran Rp 502.559.179,00. Sasaran dari kegiatan ini
adalah Meningkatnya kinerja pengelolaan, penatausahaan
keuangan dan aset secara tertib akuntabel dan transparan.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 2 dokumen
Raperbup/Perbup dan 2 Raperda/Perda. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD dan Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan
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8)

Anggaran (DPA). Uraian dari kegiatan ini adalah menyusun
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD agar diharapakan
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta memberikan acuan
dan pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk
mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD
sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya
rancangan peraturan daerah tentang APBD yang sinkron
dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan
peraturan daerah lainnya dan memberikan acuan dan pedoman
kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi
rancangan peraturan daerah KHD tentang APBD sehingga
tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya rancangan
peraturan daerah tentang APBD yang sinkron dengan prioritas,
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran  Perubahan APBD. Jumlah Anggaran Rp
502.559.179,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya
kinerja pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset secara
tertib akuntabel dan transparan. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 12 dokumen Raperbup/Perbup dan 6
dokumen Raperbup/Perbup 2 dokumen Raperda/Perda. Hasil
yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Tersusunnya
Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran
APBD dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaan (DPPA).
Uraian dari kegiatan ini adalah Menyusun dan merancang
perubahan APBD Apabila APBD yang telah ditetapkan, dalam
pelaksanaannya tidak mencukupi untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang telah direncanakan dan Memberikan acuan
dan pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk

mengevaluasi rancangan peraturan daerah KHD tentang
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Perubahan APBD sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu
terdapatnya rancangan peraturan daerah tentang APBD yang
sinkron dengan prioritas, tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan
peraturan daerah lainnya.

9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran. Jumlah Anggaran Rp. 150.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya Transparansi dan
Akuntabilitas  Pengelolaan Anggaran  Sesuai  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 36 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini
adalah Jumlah SKPD yang mengikuti Diklat/Pelatihan
Manajemen Anggaran Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah
melakukan Pelatihan dan seminar dalam rangka meningkatkan
pemahaman dalam manajemen pengelolaan anggaran daerah
dengan aplikasi. Untuk membangun mindset baru mengenai
sistem anggaran dan sistem hubungan birokrasi pemerintah
yang moderen.

10) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan. Jumlah
Anggaran Rp. 204.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya kinerja pengelolaan, penatausahaan keuangan
dan aset secara tertib akuntabel dan transparan. Target
capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen. Hasil yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Tentang
kajian tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian dari
kegiatan ini adalah menyusun dokumen tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah agar diharapkan terwujudnya transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari
perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta memberikan acuan dan pedoman
kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi dokumen
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga tujuan
evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya dokumen tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sinkron dengan prioritas,
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih

tinggi, kepentingan umum dan peraturan lainnya.

30

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022



"""""""" BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
w KABUPATEN PANGANDARAN

11)

12)

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah. Jumlah
Anggaran Rp 235.400.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa dan Update
sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara
berkala serta Meningkatkan hubungan kerjasama yang
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan SKPD. Target
capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 93 Desa. Hasil yang
dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman
aparatur desa terhadap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
Desa dan terpeliharanya sistem aplikasi pengelolaan keuangan
dan Aset Daerah serta Menigkatnya sinergitas antar lembaga
pengelolaan Anggaran Belanja daerah. Uraian dari kegiatan ini
adalah melakukan penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efidiensi
pengelolaan keuangan desa dan peningkatan kompetensi
pengelolaan keuangan desa sehingga terciptanya hubungan
birokrasi desa dan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel
dan transparan, serta terciptanya tertib administrasi dalam
proses dan sistem penatausahaan pengelolaan keuangan desa
dan melakukan Pemeliharaan dan Update Sistem Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sehingga menciptakan teknologi
yang modern dengan sistem dan proses pengelolaan keuangan
dan aset daerah serta melakukan sinergitas sehingga dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran belanja daerah.

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan. Jumlah
Anggaran Rp. 100.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Update
sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara
berkala serta Meningkatkan hubungan kerjasama yang
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan SKPD. Target
capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 36 SKPD. Hasil yang
dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman
aparatur SKPD terhadap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
dan terpeliharanya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan

Aset Daerah serta Menigkatnya sinergitas antar lembaga
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13)

14)

pengelolaan Anggaran Belanja pembiayaan. Uraian dari
kegiatan ini adalah melakukan penatausahaan Pengelolaan
Keuangan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan
efidiensi pengelolaan keuangan desa dan peningkatan
kompetensi pengelolaan keuangan sehingga terciptanya
hubungan birokrasi dan pemerintahan daerah yang lebih
akuntabel dan transparan, serta terciptanya tertib administrasi
dalam proses dan sistem penatausahaan pengelolaan keuangan
dan melakukan Pemeliharaan dan Update Sistem Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sehingga menciptakan teknologi
yang modern dengan sistem dan proses pengelolaan keuangan
dan aset daerah serta melakukan sinergitas sehingga dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran pembiayaan.

Pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota,
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 100.000.000,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya wawasan dan
keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan
peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 72 orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Terlaksananya bimbingan teknis penganggaran daerah. Uraian
dari kegiatan ini adalah melakukan Bimbingan Teknis
Penganggaran Daerah sehingga dapat meningkatkan
pemahaman pengelola keuangan dalam penyusunan anggaran
SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya
pembinaan bagi aparatur dalam pengelolaan anggaran daerah.
Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Pembinaan bagi
aparatur pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat
meningkatkan pemahaman pengelolaan anggaran dalam
penyusunan anggaran SKPD.

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah. Jumlah Anggaran Rp.
500.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya
penatausahaan keuangan BUD dan Meningkatnya
penatausahaan kas umum daerah serta Meningkatnya evaluasi
dan pengembangan pelaksanaan penatausahaan sistem

transaksi non tunai. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
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adalah 12 Dokumen yang disusun dan 12 Dokumen laporan kas
umum daerah yang disusun. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini
adalah  Terlaksananya Penatausahaan Keuangan BUD,
Terlaksananya Penatausahaan Kas Umun Daerah dan
Terlaksananya pelaksanaan evaluasi dan pengembangan sistem
Penatausahaan dengan sistem transaksi non tunai. Uraian dari
kegiatan ini adalah melakukan verifikasi semua jenis pengajuan
pencairan dari seluruh SKPD se-Kabupaten Pangandaran dan
pengelolaan Keuangan BUD dan melakukan pengelolaan kas
umum daerah serta melaksanakan evaluasi pengelolaan
keuangan dan pengembangan sistem transaksi non tunai.

15) Penatausahaan Pembiayaan Daerah. Jumlah Anggaran Rp.
232.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya
kualitas pelaksanaan penatausahaan keuangan untuk belanja
langsung secara berkala serta Meningkatkan hubungan
kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis
dengan SKPD. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah
35 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
meningkatnya  pemahaman  aparatur SKPD  terhadap
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan penatausahaan
pembiayaan daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan
penatausahaan Pengelolaan Keuangan sehingga dapat
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
dan peningkatan penatausahaan pembiayaan daerah sehingga
terciptanya hubungan birokrasi dan pemerintahan daerah yang
lebih akuntabel dan transparan, serta terciptanya tertib
administrasi dalam proses dan sistem penatausahaan
pengelolaan keuangan sehingga menciptakan teknologi yang
modern dengan sistem dan proses pengelolaan keuangan dan
aset daerah serta melakukan sinergitas sehingga dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
anggaran pembiayaan.

16) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait, dengan jumlah anggaran vyaitu sebesar Rp
260.400.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Jumlah SP2D
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SKPD/SKPKD vyang diterbitkan dengan kelengkapan data
penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan dan
pemotongan dengan instansi terkait. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 4700 SP2D. Hasil yang dicapai dari kegiatan
ini adalah Terkelolanya Penatausahaan SP2D SKPD/SKPKD.
Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan kegiatan rekonsiliasi
pencetakan SP2D dan melaksanakan pengelolaan belanja-
belanja diseluruh SKPD di Kabupaten Pangandaran.

17) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah. Jumlah Anggaran Rp. 172.000.000,00. Sasaran
dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan SKPD penghasil
meliputi realisasi pendapatan pada APBD dari hasil rekonsiliasi
pendapatan daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 9 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya Laporan Realisasi pendapatan pada APBD sebagai
hasil rekonsiliasi pendapatan yang sudah dilaksanakan. Uraian
dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan penatausahaan
Laporan Realisasi pendapatan dengan tujuan mengevaluasi
realisasi pendapatan apakah telah mencapai target sesuai
dengan rencana anggaran, selanjutnya laporan realisasi ini
dipergunakan untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan
anggaran perubahan APBD.

18) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban.
Jumlah Anggaran sebesar Rp 240.359.179,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Terlaksananya pelaksanaan rekonsiliasi
laporan keuangan SKPD untuk penyusunan laporan akhir tahun
Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Meningkatnya
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang
dan terkelolanya keuangan daerah yang berorientasi pada
kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 35 SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten
Pangandaran Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan
SKPD. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan Penyusunan

Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran
]
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sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan
keuangan daerah dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
dilaksanakan untuk pencocokan data atau pencatatan yang
terjadi di dua tempat yang berbeda, yaitu antara entitas
akuntansi yaitu pada SKPD dan entitas pelaporan yang berada
pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah).

19) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran,
dengan jumlah anggaran vyaitu sebesar Rp 350.000.000,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan realisasi
APBD Semester I dan Prognosis 6 Bulan berikutnya. Target
capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 dokumen. Hasil yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Realisasi
APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya. Uraian dari
kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Laporan Realisasi
APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya dengan tujuan
mengevaluasi realisasi APBD Semester I apakah telah mencapai
target sesuai dengan rencana anggaran, selanjutnya laporan
realisasi ini dipergunakan untuk menjadi pertimbangan apakah
dalam 6 bulan berikutnya SKPD (Satuan Kerja Pemerintah
Daerah) dapat menyelesaikan APBD 2020 ini sesuai dengan
rencana anggaran. Ini juga menjadi bahan pertimbangan
seberapa besar perubahan anggaran yang akan ditetapkan
pada APBD Perubahan.

20) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan PEMDA, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp
948.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersajinya
laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan akhir tahun
Pemerintah Kabupaten Pangandaran (LKPD) dan Meningkatnya
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang
dan terkelolanya keuangan daerah yang berorientasi pada
kepentingan publik. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 1 dokumen. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah
Kabupaten Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini adalah

melakukan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun
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Pemerintah  Kabupaten = Pangandaran  sebagai  wujud
akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah
dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dilaksanakan untuk
pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat
yang berbeda, yaitu antara entitas akuntansi yaitu pada SKPD
dan entitas pelaporan yang berada pada SKPKD (Satuan Kerja
Pengelolaan Keuangan Daerah).

21) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota,
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 520.000.000,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan laporan. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 1 dokumen raperda dan 1 dokumen
raperbup. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya  Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD  Provinsi dan
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan
rancangan peraturan daerah ini sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2020
setelah LKPD Audited.

22) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan,
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 200.000.000.000,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya penatausahaan
Belanja Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan dan proses
jumlah tahapan pengajuan. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 93 Proposal. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah Terlaksananya Penatausahaan Belanja,

Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan. Uraian dari kegiatan ini
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adalah melakukan pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Keuangan.

23) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, dengan jumlah
anggaran vyaitu sebesar Rp 7.500.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Tersedianya dana darurat dan mendesak
untuk masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan
kejadian luar biasa di Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Tahun. Hasil
yang dicapai dari kegiatan ini adalah Tersedianya dana darurat
dan mendesak di Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Uraian
dari kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak.

24) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota, dengan jumlah
anggaran yaitu sebesar Rp 23.163.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya pengelolaan dana bagi hasil
Kabupaten/Kota. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah
93 Proposal. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Tersusunnya laporan  pengelolaan dana bagi  hasil
Kabupaten/Kota. Uraian dari kegiatan ini adalah melakukan
pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

25) Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah,
dengan jumlah anggaran Rp. 96.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Jumlah laporan data hasil inventarisasi dan
analisis belanja hibah bansos yang disusun. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 12 Laporan hibah, bansos, 4
Laporan LKT DAN 2 Laporan realisasi DBH CHT. Hasil yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Tersusunnya laporan data hibah
bansos. Uraian dari kegiatan ini adalah Penyusunan laporan
belanaja hibah bansos yang dilaksanakan setiap bulan untuk
seluruh SKPD se-Kabupaten Pangandaran.

26) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan Daerah, dengan jumlah anggaran Rp.
134.400.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya
wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai
tuntutan peraturan yang berlaku. Target capaian kinerja dari

kegiatan ini adalah 1 Aplikasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan
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ini adalah Terpeliharanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah
melakukan fasilitasi pemeliharaan  pembaharuan  dan
pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, dengan
fokus: 1). Melakukan pemeliharaan pada server dan jaringan
serta 2). Melakukan pemeliharaan dan update pada client agar

aplikasi dapat berjalan dengan baik.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan jumlah
anggaran  vyaitu sebesar Rp  3.327.559.179,00 yang
diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan)
sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
Jumlah Anggaran Rp 37.559.179,00. Sasaran dari kegiatan
ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan
anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen. Hasil dari kegiatan ini
adalah Jumlah dokumen berkas penyusunan rencana
kebutuhan barang milik daerah. Uraian dari kegiatan ini
adalah menyediakan perencanaan tentang kebutuhan barang
milik daerah Kabupaten Pangandaran.

2) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah,
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 50.000.000,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan
terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan
public dan Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya
kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Uraian dari
kegiatan ini adalah tersedinya aturan/peraturan daerah
mengenai pengelolaan barang milik daerah.

3) Penatausahaan Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran
yaitu sebesar Rp 90.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini

adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan
]
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anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang
berorientasi pada kepentingan public dan Meningkatnya
pengelolaan barang milik daerah. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 1 laporan. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah jumlah aset dan barang milik daerah
yang diselesaikan. Uraian dari kegiatan ini adalah
Memfasilitasi Kegiatan penyelesaian aset dan Barang-Barang
Milik Daerah sebagai bahan laporan aset di Lingkup
Pemerintah Kabupaten.

4) Inventarisasi Barang Milik Daerah,dengan jumlah anggaran
Rp 930.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah 1 Laporan. Hasil dari kegiatan ini
adalah Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik
Daerah Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Uraian dari
kegiatan ini adalah Menyusun dokumen laporan inventarisasi
barang milik daerah Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

5) Pengamanan Barang Milik Daerah, dengan jumlah anggaran
Rp 520.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang
berorientasi pada kepentingan public, Meningkatnya efisiensi
dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan
terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan
public dan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan
anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah 140 Bidang Tanah, 8 Kasus. Hasil
yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya
Pengamanan Barang Milik Daerah, Tersedianya kegiatan
Majelis TPTGR dan Tersedianya kegiatan Penanganan kasus
TPTGR. Uraian dari kegiatan ini adalah  melaksanakan
Pengamanan atas Aset Milik Pemerintah Kabupaten

Pangandaran baik fisik maupun dokumen administrasi aset,
]
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menyelesaikan Kasus TPTGR dilingkup  Pemerintah
Kabupaten Pangandaran dan menyelesaikan Kasus TPTGR

dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah. Jumlah
Anggaran Rp. 1.050.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini
adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan
anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah6 Paket 15 Unit dan 1 Bidang tanah
sewa. Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang
beralih kepemilikan dari Ciamis ke Kabupaten Pangandaran
dan jumlah lahan (PT KAI) yang tersedia. Uraian dari
kegiatan ini adalah Beralihnya kepemilikan kendaraan
dinas/operasional untuk pegawai di Pemerintahan Kabupaten
Pangandaran dan  Penyelesaian Aset menertibkan
administrasi pelaporan aset dan menyelesaikan
permasalahan dalam pengelolaan aset dan tersedianya lahan

Tanah PT. KAI yang saat ini digunakan untuk Relokasi.

7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik

Daerah, dengan jumlah anggaran vyaitu sebesar Rp
250.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang
berorientasi pada kepentingan publik. Target capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah 35 Perangkat Daerah. Hasil yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Rekonsiliasi
Barang Milik Daerah. Uraian dari kegiatan ini adalah
menertibkan administrasi pelaporan aset dan juga memantau

belanja modal dan persediaan di setiap SKPD.

8) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan jumlah

anggaran yaitu sebesar Rp 200.000.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya efisiensi dan efektifitas
penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset
daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Target

capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Laporan. Hasil yang
]
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dicapai dari kegiatan ini adalah Terupdatenya aplikasi
pengelolaan Barang Milik Daerah. Uraian dari kegiatan ini
adalah menertibkan administrasi pelaporan aset dan juga
memantau belanja modal dan persediaan di setiap SKPD.

9) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp
200.000.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 35
Orang. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah
peserta yang mengikuti Bimtek. Uraian dari kegiatan ini
adalah  meningkatkan wawasan dan  pengetahuan

sumberdaya manusia dalam pengelolaan aset.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan jumlah
anggaran  vyaitu sebesar Rp  3.963.908.825,00 yang
diimplementasikan ke dalam 1 (satu) dan 12 (dua belas) sub
Kegiatan yaitu sebagai berikut;

1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan jumlah
anggaran yaitu sebesar Rp 516.600.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan pendapatan
daerah dari aplikasi yang di kelola dan terlaksananya
pendistribusian SPPT PBB. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 470 SPPT dan 1 Aplikasi. Hasil yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah SPPT yang
didistribusikan dan sitem aplikasi yang dikelola. Tercetaknya
SPPT-PBB dan Terdistribusinya SPPT PBB dan tersedianya
Blangko SPPT, DHKP, DHOP, DPH dan blanko pendukung.
Uraian dari kegiatan ini adalah Menetapkan Pokok Ketetapan
Pajak tahun 2020 dengan tujuan memberikan pelayanan
prima terhadap masyarakat/Wajib Pajak untuk melaksanakan
kewajibannya membayar pajak dan Mendistribusikan SPPT,
DHKP, DHOP, DPH hasil cetak masal ke 93 Desa.

2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan

Kebijakan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran Rp
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204.793.197,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah update
sisstem pengelolaan Pendapatan Asli daerah. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 1 aplikasi. Hasil yang dicapai
dari kegiatan ini adalah Terupdatenya Sistem Informasi
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Pengembangan Sistem
Informasi PBB-P2, Sasaran dari kegiatan ini system aplikasi
yang update. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1
Aplikasi. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
meningkatnya pelayanan dan pendapatan PBB-P2. Uraian dari
kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan Pengembangan
Sistem Informasi PBB-P2 bekerjasama dengan pihak ke 3.
melakukan fasilitasi pemeliharaan pembaharuan dan
pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset
daerah, dengan fokus: 1). Melakukan pemeliaharaan pada
server dan jaringan serta 2). Melakukan pemeliharaan dan
update pada client agar aplikasi dapat berjalan dengan
baik.Uraian dari kegiatan ini adalah memberikan pembinaan
kepada wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi,
pendataan, koordinasi dan pengawasan agar pemahaman dan
kesadaran akan membayar pajak para wajib pajak meningkat
dan tepat waktu.

3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah,
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 250.000.000,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Termotivasinya kecamatan
dan desa dalam pembayaran pajak. Target capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah 250 Wajib Pajak. Hasil yang dicapai
dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan pada
tingkat Kecamatan dan Desa. Uraian dari kegiatan ini adalah
melaksanakan pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah
dengan baik serta mengadakan pembinaan terhadap wajib
pajak untuk memotivasi para kolektor desa dalam
melaksanakan tugas dalam percepatan pelunasan target PBB
nya.

4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah,
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 50.000.000,00.

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya sarana dan
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)

6)

7)

prasarana untuk pengelolaan pajak daerah. Target capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 20 unit dan 12 kali. Hasil yang
dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah sarana dan prasarana
alat sistem online dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran.
Uraian dari kegiatan ini adalah melaksanakan pengelolaan dan
pemungutan Pajak hotel dan restoran dengan baik secara
online dalam percepatan pencapaian target.

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan
jumlah Anggaran yaitu sebesar Rp 155.000.000,00. Sasaran
dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pengelolaan
pendapatan daerah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 1 aplikasi dan 1 Dokumen. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah Jumlah aplikasi dan dokumen tentang data
objek pajak yang dihasilkan. Uraian dari kegiatan ini adalah
Melaksanakan pendataan potensi dari jenis pajak daerah
sehingga menghasilkan analisis data potensi yang akurat
untuk bahan acuan dalam meningkatkan penerimaan PAD.
Maintenance Sistem Informasi PBB P2, sasaran dari kegiatan
ini adalah Meningkatnya pengelolaan pendapatan Asli Daerah.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1 Aplikasi,
Printonik. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah
Aplikasi yang di update. Uraian dari kegiatan ini adalah
melakukan fasilitasi pengembangan aplikasi pengelolaan
sistem aplikasi PBB P2 agar aplikasi dapat berjalan dengan
baik.

Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah, dengan jumlah anggaran vyaitu sebesar Rp
244.593.196,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya pendapatan daerah melalui penilaian objek dan
subjek pajak PBB P2. Target capaian kinerja dari kegiatan ini
adalah 20.000 Objek Pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan
ini adalah Ternilainya Obyek dan Subyek Pajak PBB P2. Uraian
dari kegiatan ini adalah melaksanakan penilaian terhadap
bangunan yang baru ataupun yang diperbaharui.

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Guna Tanah dan
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8)

9)

Bangunan (BPHTB), dengan jumlah anggaran yaitu sebesar
Rp 485.800.000,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya pendapatan daerah. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 486 Dokumen. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah Terkelolanya BPHTB. Uraian dari kegiatan
ini adalah meningkatkan kesadaran dalam membayar Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada
para Wajib Pajak dan terjalin sinergitas yang baik dengan para
Notaris/PPAT.

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan jumlah
anggaran yaitu sebesar Rp 284.142.842,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Meningkatnya optimalisasi pengelolaan
pendapatan pajak daerah. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 6000 Objek Pajak. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah Tercapainya pelaksanaan pelayanan untuk
objek pajak daerah di Kabupaten Pangandaran. Uraian dari
kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak
terhadap kebutuhan administrasi untuk penyetoran pajak.
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan
jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 200.000.000,00. Sasaran
dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pendapatan asli daerah.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 1.500 Objek
Pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Termonitornya Penagihan Pajak Daerah. Uraian dari kegiatan
ini adalah memantauan dan mencatat terhadap tingkat hunian
hotel dan tingkat kunjungan restoran langsung ke objek pajak
dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna
mengoptimalkan  pelaksanaan pengawasan pemasukan
pembayaran Pajak daerah yang dilaksanakan oleh Tim Khusus

Pajak Daerah

10) Penagihan Pajak Daerah, dengan jumlah anggaran vyaitu

sebesar Rp 987.787.795,00. Sasaran dari kegiatan ini adalah
Tertagihnya pajak daerah. Target capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah 4200 Dokumen, 93 Laporan Monitoring, 12
Laporan Realisasi PBB P2. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini

adalah Tertagihnya semua wajib pajak daerah di Kabupaten
]
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Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini adalah memberikan
pelayanan kepada waijib pajak terhadap kebutuhan
administrasi untuk penyetoran pajak. Monitoring Penagihan
PBB P2, dengan sasaran dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya pendapatan asli daerah. Target capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah 12 Laporan. Hasil yang dicapai dari
kegiatan ini adalah laporan dari Jumlah Obyek pajak PBB P2
yang dimonitoring. Uraian dari kegiatan ini adalah memantau
dan mencatat terhadap jumlah PBB P2 dan mengawasi jumlah
setoran langsung ke wajib pajak pajak. Monitoring Evaluasi
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Tertentu Kepada Desa, dengan sasaran dari kegiatan
ini adalah meningkatnya optimalisasi peningkatan pendapatan
pajak darah. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 93
Laporan. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Meningkatnya pengelolaan pendapatan pajak daerah. Uraian
dari kegiatan ini adalah Jumlah ketetapan data hasil pajak
daerah dan Retribusi daerah tertentu kepada desa. Uraian dari
kegiatan ini adalah Tersusunnya hasil pendapatan Bagi Hasil
pajak dan Retrebusi Daerah kepada Desa. Melaksanakan
pengawasan kepada desa agar penggunaan Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu yang diterima
oleh Desa dalam pengelolaannya tepat sasaran dan sesuai
dengan ketentuan sehingga penyalahgunaan terhadap Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertentu dapat
diantisipasi sedini mungkin dan pada akhirnya dapat
direalisasikan dengan benar. Terkelolanya data hasil pajak
daerah dan retribusi daerah tertentu kepada desa.

11) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan jumlah
anggaran yaitu sebesar Rp 151.969.000,00. Sasaran dari
kegiatan ini adalah Terlaporkannya Dokumen Objek Pajak.
Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 345 Dokumen.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya
Permohonan Pemeriksaan Lapangan Atas Pembetulan,
Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek

Pajak. Uraian dari kegiatan ini adalah Memperbaiki data terkini
]
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sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, memahami
permasalahan di lapangan dan memberikan solusi
penyelesaiannya serta memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Penertiban Reklame, dengan sasaran dari
kegiatan ini adalah Tertibnya reklame di Kabupaten
Pangandaran. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah
10 Reklame. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Terfasilitasinya penertiban reklame di Kabupaten
Pangandaran. Uraian kegiatan ini adalah menertiban reklame
yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pemerintah
Kabupaten Pangandaran.

12) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah,
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 433.222.795,00.
Sasaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kesadaran
wajib pajak. Target capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 60
Wajib Pajak. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah
Terlaksananya pelaksanaan pemeriksaan semua wajib pajak
daerah di Kabupaten Pangandaran. Uraian dari kegiatan ini
adalah para petugas memeriksa kewajiban para wajib pajak
dan juga memberikan pemahaman mengenai aturan
perpajakan daerah sehingga meningkatkan pemahaman dan
juga kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan aturan pajak daerah.
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2022 merupakan rujukan terhadap pelaksanaan program kegiatan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang dalam RENSTRA dan RKPD. Melalui
perumusan Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan selain akan
membantu meningkatkan kinerja aparatur di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah juga pada akhirnya dapat melahirkan produk

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Pada tahun 2022 dengan mengacu pada nomenklatur Program dan Kegiatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengagendakan 4 (empat) program
untuk dilaksanakan yaitu :

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

(3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

(4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah memperoleh dukungan baik Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintahan
di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maupun pendanaan yang berasal dari
APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

47

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022



PERUBAHAN RENCANA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERJA (RENJA) TAHUN 2022
KABUPATEN PANGANDARAN

Meskipun demikian, diakui pula bahwa untuk pencapaian Rancangan Awal
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah masih terdapat beberapa
kendala antara lain : (1) kemampuan sumber aparatur Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah masih relatif terbatas dan (2) dukungan para pelaku pengelola
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam proses perencanaan

dan koordinasi belum optimal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kendala ini
adalah peningkatan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Melalui
koordinasi ini diharapkan akan tercipta suatu keserasian baik dalam perencanaan

maupun pelaksanaan pembangunan.

Parigi, 7 Oktober 2021

Kepala BPKD
Kabupaten Pangandaran

Drs. HENDAR SUHENDAR S, MM
NIP. 19641116 199303 1 007
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Tabel T-C .29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pangandaran

rget adrn redisdsi Nnerja rFrograimn adn negiawdan ranumn wdiu FerKiradn nedinasi Lapx nargeu

mnan\ Danctra Daranalkat Naarah c/d tahun
arget Kinerja Capaian  Realisasi Target Kinerja Target Program dan Tingkat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Program (Renstra Hasil Program dan Realiasasi Renja Tingkat Kegiatan (Renja Realisasi Capaian Capaian

Program/Kegiatan (outcomes)/Kegiatan (output) Perangkat Daerah) Keluaran Kegiatan s/d ._.Uﬁmn _”_mz_” vm““M”-mn Perangkat Daerah Tahun  Realisasi = Perangkat Daerah Tahun = Program dan Kegiatan Realisasi
aerah tahun

Tahun 2011-2026 dengan tahun (2020) (2020) (2020) 021) s/d tahun berjalan (2021)  Target
Renstra (%)

o+ 0000000002 ! 3 | a4 | s | & [ 7  [s(@e] 9 | 10«(s+7+9) [11=(10/4)

SR per kinerja yang 98 % 100 % 88 % 100 % 113,64 1) % 75 % 91,84
tepat waktu
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja . P dok inerj
11 8! gangg i ~. Per penganggaran kinerja yang 98 % 100 % 88 % 100 % 113,64 90 % 100 % 91,84
Perangkat Daerah i tepat waktu
3. Per kinerja yang disusun 98 % 100 % 88 % 100 % 113,64 90 % 100 % 91,84
tepat waktu
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 4 Dokumen 3 Dokumen 100,00

yang tersusun

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumiah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
116 Realisasi Kinerja mx_,u\_u P P ) Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00

dilaksanakan

Persentase unit kerj I Kinerj
1.2 |Kegiatan Administrasi K Perangkat Daerah S A e P [ 99 % 100 % 78 % 100 % 128,21 80 % 75 % 80,81
keuangan dengan baik

121 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN .n_uc3_ﬁm: »mz yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji 420 Orang 40 Orang 50 Orang 40 Orang 80,00 50 Orang 40 Orang 11,90
an tunjangan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan |Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Ver

123 30 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00 5 Dokumen 5 Dokumen 16,67
SKPD Keuangan SKPD
Jumlah koordinasi dan P L
1.25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD umfan koor __”dmm_ an ms<cmm3m: aporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 1 Laporan 1 Laporan 16,67
Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan
1.2.7 72 L 3 L 3 L 3 L 100,00 12 L 9 L 16,67
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun aporan aporan aporan aporan aporan aporan
128 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumiah laporan Q4m: analaisis prognosis Realisasi 6 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 1 Laporan 0 Laporan 16,67
Anggaran yang disusun
13 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Jumlah _um_.u.s.w 3.___x daerah pada perangkat daerah %0 % %0 % 8 % % % 132,35 ) % %0 % 77,78
Daerah dalam kondisi baik
13.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola 18 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100,00 3 Jenis 3 Jenis 16,67
Koot Administrasi Pend ™ = o e
1.4 p Daerah Persentase peningkatan retribusi yang diterima . % 15,27 % 5 % 15,27 % 305,40 5 % 45,79 % 100,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

147 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 66 Laporan 11 Laporan 11 Laporan 11 Laporan 100,00 11 Laporan 11 Laporan 16,67




Daera 020
a 026 enga 020 020 020 0 3 3 0 arge
15  |Kegiatan Administrasi Kef ian Perangkat Daerah e IR perangiat 99 % 100 % 87 % 100 % 114,94 %0 % 75 % 90,91
Daerah yang baik
15.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumiah Pakaian Dinas mmmmﬂﬁm Atribut 1080 Set 0 Set 155 Set 0 Set 0,00 155 Set 0 Set 14,35
Kelengkapannya yang diadakan
Jumlah koordinasi pelak: istem inf i
154 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian umia ow_‘ inasi _uw aksanaan sistem informast 30 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100,00 5 Laporan 5 Laporan 16,67
kepegawaian yang dilaksanakan
P t Ad t P kat D: h
1.6 |Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah RGO A I RN e 99 % 100 % 80 % 100 % 125,00 85 % 75 % 85,86
yang baik
161 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Komponen _:m.nw_.mw_ _”_m.:._x\_um:m.‘m:mm: 36 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100,00 6 Jenis 6 Jenis 16,67
Kantor Bangunan Kantor yang disediakan
16.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ._Qm_“_am_.”x_vmﬂ_.m_mﬁm: dan Perlengkapan Kantor 690 Jenis 84 Jenis 90 Jenis 84 Jenis 93,33 90 Jenis 68 Jenis 13,04
[} I
165 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan “,“_BW:xwm_‘m:m Cetakan dan Penggandaan yang 30 Je 5 Jenis 5 Jenis 5 Je 100,00 5 Jenis 6 Jenis 16,67
isediakan
1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumiah Bahan mmmmmj dan Peraturan Perundaneg- 32 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100,00 4 Jenis 6 Jenis 12,50
undangan yang disediakan
Jumlah Rapat Koordil dan Ki Itasi SKPD
1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD QJ_“_“: mmw“xm-woﬂ fnastdan Ronsufta yang 800 Laporan 79 Laporan 100 Laporan 79 Laporan 79,00 100 Laporan 42 Laporan 12,50
Jiselenggaraxar
17 _Amn_nr”m: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1mam_.=mm.m pengadaan Barang Milik Daerah yang 36 % 8,17 % 18 % 8,17 % 45,39 20 % 2,22 % 55,56
Pemerintah Daerah tereall
171 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas ._JB_m: Kendaraan _uwﬂo_‘m:mm: Dinas atau Kendaraan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 Unit 0
Jabatan Dinas Jabatan yang disediakan
1.7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ._c:.._m: _Am_.am:mm: Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 Unit 0 Unit 0 0 0 Unit 0 Unit 0
yang disediakan
1.7.5 Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan 111 0 Jenis 10 Jenis 0 0,00 10 Jenis 0 Jenis 9,01
1.7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan 217 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 100,00 17 Unit 0 Unit 7,83
1.7.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya %“Wﬁmﬂmgc:m Kantor atau Bangunan Lainnya yang 18 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100,00 3 Unit 2 Unit 16,67
I
e = e 5 = — : 5 5 =
18 y Jasa P Urusan Pemer Pel ; a ...._mmm p urusan pemerintahan 9 % 73,89 % 83 % 73,89 % 89,02 85 % 68,21 % 85,86
Daerah yang disediakan
1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan 7580 Buah 234 Buah 1080 Buah 234 Buah 21,67 1080 Buah 50 Buah 14,25
JumlahJ K ikasi, Sumber D Air dan Listrik . . . . . .
1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik hmﬂ“hmxwwm omunikasl, sumber Laya Alr ¢an Listri 24 Rekening 4 Rekening 4 Rekening 4 Rekening 100,00 4 Rekening 4 Rekening 16,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 71 Orang 11 Orang 11 Orang 11 Orang 100,00 11 Orang 11 Orang 15,49
Kegiatan Pemelih: B Milik D h P jang U
1.9 cgla m: emelinaraan Barang aeral s entnjangSrisan Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi 98 % 77,7 % 88 % 77,7 % 88,30 90 % 90 % 91,84
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
1.9.1 v } » 1Ay ) ) Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 435 Unit 37 Unit 60 Unit 37 Unit 61,67 60 Unit 42 Unit 13,79
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan . L.
Dinas Jabatan yang disediakan
1.9.5 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dikelola 111 Jenis 0 Jenis 10 Jenis 0 Jenis 0,00 10 Jenis 0 Jenis 9,01
1.9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola 42 Jenis 6 Jenis 7 Jenis 6 Jenis 85,71 7 Jenis 9 Jenis 16,67
1.9.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya “53Pm:¢mma::m Kantor dan Bangunan Lainnya yang 42 Unit 6 Unit 7 Unit 6 Unit 85,71 7 Unit 7 Unit 16,67
irehabilitasi

Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA

100

100

100

100

100,00

100%

100

1,00




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2011-2026

Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (2020)

T TArTgeELUdIT NEAIISASI NTETJd FTUBTAnT Udilt REGIAwdir ranuir cara

Target Renja Perangkat

Daerah tahun (2020)

mnon\

Realiasasi Renja

Perangkat Daerah Tahun

(2020)

Tingkat
Realisasi

(2020)

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2021)

T FETRITAAIT REAISAsT CApdrdirt Tdrget |

Danctra Daranalkat Naarah c/d tahin

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (2021)

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)

persentase Raperda Raperbub APBD sesuai
2.1 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kketentuan 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100% % 100 % 1,00
kod () N rtering d
S - eEm 100 % 100 % 90 % 100 % 111,11 92% % 100 % 0,92
evaluasi penysunan anggaran
2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA,PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00
2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |Jumlah Dokumen KUPA, PPASP 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00
213 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 100,00 35 SKPD 0 SKPD 97,22
214 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah RKA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 0 SKPD 35 SKPD 0 SKPD 0,00 35 SKPD 35 SKPD 97,22
2.15 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 0 SKPD 35 SKPD 0 SKPD 0,00 35 SKPD 0 SKPD 97,22
2.1.6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 0 SKPD 35 SKPD 0 SKPD 0,00 35 SKPD 35 SKPD 97,22
Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD yang
917 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan disusun 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50,00 2 Dokumen 1 Dokumen 100,00
- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD T hR T don Porda Tontan APED
umiah Raperda can Ferda Tentang AFED vang 2 0 1 0 2 0 1 0 50,00 2 0 1 0 100,00
disusun
Jumlah Raperbup dan Perbup Penjab: Perubah.
>cvq“0m m_oM_.‘ up dan Feroup Fenjabaran Ferubanan 6 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50,00 2 Dokumen 1 Dokumen 33,33
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan ot Rm_»:m _ﬂ:m:“ berbun Perabahan Perab
21.8  |APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran umiah Raperbup can Ferbup Perubanan Penjabaran 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00 12 Dokumen 9 Dokumen 100,00
APBD yang disusun
Perubahan APBD Jumiah Raperda dan Perda Tentang Perubahan APBD
umia ) aperda dan Ferda Tentang Ferubanan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00 2 Dokumen 0 Dokumen 100,00
yang disusun
Jumlah Regulasi yang disusun (SE Pedoman Teknis
2.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Penyusunan RKA-SKPD, Perbup I_cmA: Bansos, Perbup 36 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00 4 Dokumen 3 Dokumen 1111
Anggaran BTT, Perbup Penganggaran melewati Tahun
Anggaran)
2.1.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 25 Laporan 25 Laporan 25 Laporan 25 Laporan 100,00 25 Laporan 0 Laporan 100,00
2.1.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, 29 Laporan 29 Laporan 29 Laporan 29 Laporan 100,00 29 Laporan 0 Laporan 100,00
2.1.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 100,00 20 Laporan 0 Laporan 100,00
Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan
2.1.13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota P yang _u P 72 Orang 0 Orang 35 Orang 0 Orang 0,00 35 Orang 0 Orang 48,61
Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten
. S o T Persentase PD yang melaksanakan penyerap
2.2 Kegiatan Koordinasi dan P Per aan Daerah | " N s 98 % 83,16 % 65 % 83,16 % 127,94 65 % 74,08 % 66,33
ja yang tertib dan sesuai
Jumlah Dokumen yang Disusun 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00 12 Dokumen 9 Dokumen 100,00
221 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Jumlah Laporan Kas Umum Daerah Yang Disusun 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00 12 Dokumen 9 Dokumen 100,00
Penyi Pelak: P li P bitan Al lah SKPD diterbitk PD A K
223 enyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran |Jumlah S yang diterbitkan SPD dan Anggaran Kas 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 100,00 35 <kPD 35 <kPD 100,00
Kas dan SPD nya
Jumlah SKPD Dikelola jumlah waktu pelak:
224  |penatausahaan Pembiayaan Daerah umia yang ikelola Jumiah waktu pelaksanaan 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 100,00 35 SKPD 35 SKPD 100,00
penatausahaan belanja langsung
Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Hibah Bansos,
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring | Bankeu 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100,00 8 Dokumen 6 Dokumen 100,00
225 dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lai — -
annya Jumiah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan 35 SKPD 0 SKPD 35 SKPD 0 SKPD 0,00 35 SKPD 35 SKPD 100,00
Dana Perimbangan
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi
226 Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Jumlah sistem Transaksi Non Tunai 1 Sistem 0 Sistem 1 Sistem 0 Sistem 0,00 1 Sistem 0 Sistem 100,00
Keuangan Bukan Bank




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2011-2026

T TArTgeELUdIT NEAIISASI NTETJd FTUBTAnT Udilt REGIAwdir ranuir cara
mnon\

T FETRITAAIT REAISAsT CApdrdirt Tdrget |

DRanctra Daranalat Naarah c/d +ahiun
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target

Renstra (%)

Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (2020)

Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun
2021)

Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (2021)

Realiasasi Renja
Perangkat Daerah Tahun
(2020)

Tingkat
Realisasi
(2020)

Target Renja Perangkat
Daerah tahun (2020)

Koordinasi dan P L Realisasi P i d
voo_‘ __:mm_ mx: w:<cmﬂ=w.: muoqwﬂ. mm_A mm_n m:vm:_JAmm: an Jumlah Dokumen: Laporan Realisasi Gaji PNS, Laporan
2.2.7 engeluaran Bas Daerah, Laporan Aliran Ras, m:. € mmem: PFK, Rekonsiliasi Gaji, Rekonsiliasi PFK, Laporan 12 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen 0 Dokumen 0,00 12 Dokumen 0 Dokumen 100,00
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak o
. Realisasi Gaji PNS
Ketiga (PFK)
Rek i Data P i dan P | Ki rt
229 exonsfliast bata Fenerimaan dan Fenge'uaran fas serta ;1.1 spap yang Diterbitkan 4700 SP2D 3859 SP2D 4700 SP2D 3859 SP2D 82,11 4700 sP2D 3177 sP2D 100,00
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
2211 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Jumlah Aparatur yang mengikuti meE:mm: 5 Orang 0 Orang 85 Orang 0 Orang 0,00 85 Orang 0 Orang 100,00
Kabupaten/Kota Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten
. L . Peresentase PD yang tepat waktu dalam
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
2.3 g D yampaikan laporan | sesuai 100 % 85,71 % 70 % 85,71 % 122,44 70 % 71 % 70,00
Keuangan Daerah
SAP(Akrual)
— - - D
231 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran |Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekons 9 SKPD 9 SKPD 9 SKPD 9 SKPD 100,00 9 SKPD 0 SKPD 100,00
Kas Daerah Pendapatan Daerah
232 xmwoJ asi Qm4: Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, |jumlah skpd yang melaksanakan rekonsiliasi laporan 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 35 SKPD 100,00 35 SKPD 1 SKPD 100,00
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban keuangan skpd
233 Koordinasi Penyusunan _.muo_‘m.: Pertanggungjawaban Jumlah Jowcam: _.mnw_‘m: Realisasi x.%wo Semester | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun
K lidasi L: K SKPD, BLUD dan L: Jumlah dok L Akhir Tahun P intah
234 onsolidasi mvoﬂms euangan ’ an Laporan umiah dokumen Laporan _n. ahun Femerinta 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jumizh Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban
. - Pelaksanaan APBD yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
235 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Tomh R TaTert Port - 5
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota umian Raperda fentang 49 anggungjawaban 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Pelaksanaan APBD yang disusun
Jumlah SDM ikuti Pembi Akuntansi
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban umia Yang menglku _ embinaan ..S ansh
2311 . Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 85 Orang 0 Orang 85 Orang 0 Orang 0,00 85 Orang 0 Orang 100,00
Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten
Kegi P ji 1] K P lol Ki P t PR 5
24 I G RS D E B L R S 98 % 0 % 80 % 0 % 0,00 80 % 39,43 % 81,63
Daerah aturan
jumlah ajuan pencairan dari 93 desa,
248 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan / ) P N 558 Proposal 0 Proposal 93 Proposal 0 Proposal 0,00 93 Proposal 17 Proposal 16,67
kabupaten/provinsi
2.4.9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Penyediaan Dana Darurat 1 Tahun 0 Tahun 1 Tahun 0 Tahun 0,00 1 Tahun 1 Tahun 100,00
2.4.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota jumlah ajuan pencairan dari 93 desa 558 Proposal 0 Proposal 93 Proposal 0 Proposal 0,00 93 Proposal 0 Proposal 16,67
25 F .. | Data am-._ Impl i Sistem Informasi Persentase mmmnmz_ informasi pengelolaan keuangan 100 % 91,67 % 100 % 91,67 % 91,67 100 % 33,33 % 100,00
Pemerintah Daerah kup Keuangan Daerah daerah yang b:
Jumlah | ibah, b dan bantuan ki
umia . aporan hibah, bansos dan bantuan keuangan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00 12 Laporan 0 Laporan 100,00
yang disusun
isasi i i Jumlah L LKT
251 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah _uc_.H_Mc: aporan/LKT yang 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 75,00 4 Laporan 4 Laporan 100,00
Jumlah laporan realisasi DBH CHT yang disusun 2 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0 Laporan 0,00
Impl. tasi dan P lih Sistem Inf iP intah
252 mplementasi dan Femelinaraan sistem informast Femerinta Jumlah Aplikasi pengelolaan keuangan daerah 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00 1 Aplikasi 0 Aplikasi 100,00
Daerah Bidang Keuangan Daerah
Persentase Barang Milik Daerah yang terinventari: 100 % 15 % 85 % 15 % 17,65 85% % 0 % 0,85
3.1 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah P D — Konsiliasi B
ase
res VAL FOEBIIEHI A 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100% % 100 % 1,00
Milik Daerah sesuai d
Jumlah Dokumen Berkas Penyusunan Rencana
3.13 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah K 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 0 Dokumen 16,67
Kebutuhan Barang Milik Daerah




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program
(outcomes)/Kegiatan (output)

arget Kinerja Capaian
Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2011-2026

Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
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T TArTgeELUdIT NEAIISASI NTETJd FTUBTAnT Udilt REGIAwdir ranuir cara

Target R

a Perangkat

Daerah tahun (2020)

mnon\

Reali

asasi Renja

Perangkat Daerah Tahun

(2020)

ingkat
Realisasi
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3.14 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  |Penyusunan Perda 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00 1 Dokumen 0 Dokumen 100,00
3.15 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Aset 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 1 Laporan 1 Laporan 100,00
3.1.6 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi 3 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 33,33 3 Laporan 0 Laporan 100,00
Jumlah kasus TPTGR yang ditangani 8 Kasus 1 Kasus 8 Kasus 1 Kasus 12,50 8 Kasus 3 Kasus 100,00
3.1.7 Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah Tanah yang disertifikatkan 1103 Bidang Tanah 33 Bidang Tanah 140 Bidang Tanah 33 Bidang Tanah 23,57 140 Bidang Tanah 9 Bidang Tanah 12,69
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
L beralih kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke 85 Unit 20 Unit 10 Unit 20 Unit 200,00 10 Unit 58 Unit 11,76
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Kab p p
3.1.11 |Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan abupaten Pangandaran T E— T E— Bidana Tanah Bidana Tanah Bidana Tanah Bidana Tanah
. laan,; ana laan,; ana laan; ana laan; ana 1dan, ana laan, ana
Barang Milik Daerah Jumlah lahan (Tanah PT.KAI) Tersedia 1 s 1 e 1 e 1 e 100,00 1 e 1 & 100,00
Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa Sewa
Jumlah BMD yang akan dihapuskan 6 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0,00 0 Paket 0 Paket 0,00
31.12 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi 35 Perangkat 35 Perangkat 35 Perangkat 35 Perangkat 100,00 35 Perangkat 1 Perangkat 100,00
Milik Daerah BMD Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
Jumlah Aplikasi Pengelolaan
3.1.13 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah P R g 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 1 Laporan 1 Laporan 100,00
BMD yang di Update
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah -
3.1.14 Kabupaten/K ﬁm s Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek 35 Orang 0 Orang 35 Orang 0 Orang 0,00 35 Orang 0 Orang 100,00
abupaten/Kota

e S PaiZKEBERBR TE v ane 20 % 4,16 % 20 % 4,16 % 20,80 20 % 0 % 100,00
termutahirkan
persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100,00
terlayani
RmenSiibipaiakbanysehtorpaiaiteaehiinnya 150 Waijib Pajak 37 Waijib Pajak 150 Waijib Pajak 37 Waijib Pajak | 24,67 150 Wajib Pajak 574 Waijib Pajak | 100,00
41 o P lolaan Pend. Daerah yang terdaftar
persentase um.:wmncm: wajib pajak Daerah lainnya 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 100 % 100 % 100,00
yang terlayani
Jumlah dok luasi p lol; d 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00 12 Dokumen 9 Dokumen 100,00
; P r—_ - ——— n
Pe e WailbRsiak esal 80 % 70 % 68 % 70 % 102,94 70 % 11,67 % 87,50
aturan yang berlaku
Jumlah Aplikasi Yang Dikelola 1 Aplikasi 3 Aplikasi 1 Aplikasi 3 Aplikasi 300,00 1 Aplikasi 3 Aplikasi 100,00
4.1.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah SPPT yang didistribusikan 480000 SPPT 463000 SPPT 465000 SPPT 463000 SPPT 99,57 465000 SPPT 0 SPPT 96,88
Jumlah DHKP yang didistribusikan 70 Box 0 Box 0 Box 0 Box 0,00 0 Box 0 Box 0,00
- KD
4.1.2 Analisa dan _u.msmeUm:mm: Pajak Daerah, serta Penyusunan Jumlah dokumen hasil analisa 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00 3 Dokumen 0 Dokumen 150,00
Kebijakan Pajak Daerah.
413 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumiah Wajib Pajak &.m:m _<_m:.w__€: Penyuluhan dan 650 Wajib Pajak 0 Wajib Pajak 150 Wajib Pajak 0 Wajib Pajak 0,00 150 Wajib Pajak 125 Wajib Pajak 23,08
Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah alat sistem online pajak hotel dan restoran. 110 Unit 0 Unit 50 Unit 0 Unit 0,00 50 Unit 0 Unit 45,45
414 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran. 12 Kali 0 Kali 12 Kali o] Kali 0,00 12 Kali 0 Kali 100,00
aplikasi yang di update 4 Aplikasi 0 Aplikasi 1 Aplikasi 0 Aplikasi 0,00 1 Aplikasi 4 Aplikasi 25,00
4.1.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah . T
“A_W_%_Aoo_egm: Tentang Data Objek pajak yang 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 0 Dokumen 25,00
ihasilkan




T TAargeELUdIT NEAIISASI NTETjd FTUBTAnT udit REgiawarn rarnumcara — 7 FETRKITAdIT NEAISAsl Capararit Tdrget
mnrn\ DRanctra Daranalat Naarah c/d +ahiun
arget Kinerja Capaian  Realisasi Target Kinerja Target Program dan Tingkat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program Program (Renstra Hasil Program dan Realiasasi Renja ingkat Kegiatan (Renja Realisasi Capaian Capaian

Program/Kegiatan (outcomes)/Kegiatan (output) Perangkat Daerah) Keluaran Kegiatan s/d ._.qum» ﬂ . ” vmﬂwmw”-mn Perangkat Daerah Tahun  Realisasi Perangkat Daerah Tahun = program dan Kegiatan Realisasi
aerah tahun

Tahun 2011-2026 dengan tahun (2020) (2020) (2020) 2021) s/d tahun berjalan (2021)  Target
Renstra (%)

416 |Peneolahan, Pemeliaraan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Jumiah Data Obyek Pajak dan 100000 | Objek Pajak | 19378 | Objek Pajak 85.000| Objek Pajak | 19378 | Objek Pajak | 22,80 85.000| Objek Pajak 0 Objek Pajak | 85,00
Daerah Subjek Pajak PBB P2
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah dan
4.1.7 (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan baneunan P 2916 Dokumen 1288 Dokumen 486 Dokumen 1288 Dokumen 265,02 486 Dokumen 736 Dokumen 16,67
(BPHTB) €
. . Jumlah Objek Pajak Yang . . . . . . . . . . . .
4.1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah Temilai 7000 Objek Pajak 25 Objek Pajak 7000 Objek Pajak 25 Objek Pajak 0,36 7000 Objek Pajak 30 Objek Pajak 100,00
4.1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak 8000 Objek Pajak 5700 Objek Pajak 5000 Objek Pajak 5700 Objek Pajak 114,00 5000 Objek Pajak 4615 Objek Pajak 62,50
4.1.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring 3000 Objek Pajak 500 Objek Pajak 983 Objek Pajak 500 Objek Pajak 50,86 983 Objek Pajak 300 Objek Pajak 32,77
Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah
4200 Dokumen 7188 Dokumen 4200 Dokumen 7188 Dokumen 171,14 4200 Dokumen 5624 Dokumen 100,00
4.1.11 Penagihan Pajak Daerah o
Jumlah laporan realisasi PBB-P2 12 Laporan 0 Laporan 12 Laporan 0 Laporan 0,00 12 Laporan 9 Laporan 100,00
lah | Monitoring Evaluasi P
Jumla mwo.‘m_., n..:_ﬁo::m valuasi Penggunaan 93 Laporan o] Laporan 93 Laporan 0 Laporan 0,00 93 Laporan 0 Laporan 100,00
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan,
Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak 345 Dokumen 1120 Dokumen 345 Dokumen 1120 Dokumen 324,64 345 Dokumen 0 Dokumen 100,00
4.1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Jumlah reklame yang ditertibkan 10 Reklame 0 Reklame 10 Reklame 0 Reklame 0,00 10 Reklame 0 Reklame 100,00
4.1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa 60 Wajib Pajak 60 Wajib Pajak 60 Wajib Pajak 60 Wajib Pajak 100,00 60 Wajib Pajak 7 Wajib Pajak 100,00




Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD
Kabupaten Pangandaran

. SPM/Standar Target Renstra BPKD Realisasi Capaian nmnmmm.:
Indikator Satuan - Analisis
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun2024 Tahun2025 Tahun2026 Tahun2021 Tahun2022 Tahun2023 Tahun2024 Tahun2025 Tahun 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. vm-ﬁm:mmmm sarana prasarana kantor yang % %0 91 92 93 o o5 o ° 0 ° ° 0
terpenuhi
2. Per R % %6 97 98 100 100 100 0 0 0 0 0 0
1 kualitas baik
3. Per = " % 80 85 90 95 96 96 0 0 0 0 0 0
aparatur
dap % 90 92 95 97 97 97 0 0 0 0 0 0
1. Persentase perencanaan kinerja yang % 90 92 o5 o7 98 o8 0 o 0 0 0 0
isusun tepat waktu
2.P tase dok
11 |* m_..mm__ ase .o umen penganggaran % %0 92 a5 97 o . 0 0 0 0 0 0
kinerja yang disusun tepat waktu
EbIRIE Rinera % 90 92 95 97 98 98 0 o 0 0 0 0
yang disusun tepat waktu
111 Jumlah dokumen perencanaan perangkat Dokumen 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0

daerah yang tersusun
Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan

1.1.6 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0

SKPD yang dilaksanakan
12 u.vm_.mm:n.mmm : kerja yang 3m=<:m.:: % 20 2 35 %0 99 99 0 0 0 0 0 0
laporan kinerja keuangan dengan baik
Jumlah ASN yang mendapat fa: i
1. [ Umen ASTvang P Orang 50 60 70 80 80 80 0 0 0 0 0 0
penyediaan gaji dan tunjangan
1.2,3 |\umlah penatausahaan dan Dokumen 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
vm:.m_.___ms\<m:rxmm_ Keuangan SKPD
Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.25 Kegiat: 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan eglatan

Jumlah laporan keuangan

1.2.7 |Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Laporan 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
tersusun

128 EB_.m: _.mno_‘ms dan anala .m_w prognosis Laporan 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Anggaran yang disusun

lah B Milik D: h KPD

1.3 [!umiah Barang Milik Daerah pada S % 70 74 78 82 86 90 0 0 0 0 0 0
yang dikelola

13.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada jenis 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
SKPD
P ik e

14 .mqmwsnmmm peningkatan retribusi yang % 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
diterima Perangkat Daerah

147 Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Laporan 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Daerah
P tase Administrasi ke i

15 |Persentase Administrasi kepegawaian % %0 o3 o5 97 % 90 0 0 o 0 0 0

Perangkat Daerah yang baik

1.5.2 [/umiah Pakaian Dinas Beserta Atribut Set 155 165 175 185 195 205 0 0 0 0 0 0
Kelengkapannya yang diadakan

154 «cB_ms _Awo_d_zmw_ vw_mxwm:mmq sistem Laporan 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
informasi kepegawaian yang dilaksanakan

P Administrasi P k
0G ersentase Administrasi umum Perangkat % 85 90 92 94 96 99 0 0 0 0 0 0

Daerah yang baik




1.6.1

Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
isediakan

Jenis

1.6.2

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
disediakan

Jenis

90

100

110

120

130

140

1.6.5

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
yang disediakan

Jenis

1.6.6

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan yang disediakan

Jenis

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
yang diselenggarakan

Laporan

100

120

150

1.7

Persentase pengadaan Barang Milik Daerah
yang terealisasi

171

%

20

25

33

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan

Unit

1.7.2

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang disediakan

Unit

173

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
yang disediakan

Unit

1.7.5

Jumlah mebel yang diadakan

Jenis

10

15

17

20

23

26

1.7.6

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
diadakan

Unit

17

25

30

40

50

55

1.7.9

Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang diadakan

Unit

1.8

Persentase jasa penunjang urusan
pemerintahan yang disediakan

%

85

87

90

95

99

99

1.8.1

Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan

Buah

1080

1100

1200

1300

1400

1500

1.8.2

Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya
dan Listrik disediakan

Rekening

Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang

ediakan

Orang

11

12

12

12

12

12

1.9

Persentase prasarana yang baik dan layak
fungsi

%

920

92

94

96

97

98

191

Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang disediakan

1.9.5

Unit

60

65

70

75

80

85

Jumlah mebel yang dikelola

Jenis

10

15

17

20

23

26

1.9.

<))

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
dikelola

Jenis

1.9.9

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang direhabilitasi

Unit

Persentase OPD yang menyampaikan
dok . d tepat waktu

dan sesuai ketentuan

85

85

90

100

100

100

Persentase kesesuaian dokumen
penganggaran sesuai waktu dan ketentuan

100

100

100

100

100

100

2.1

Persentase PD yang mengirimkan RKA dan
DPA

100

100

100

100

100

100

persentase Raperda Raperbub APBD sesuai
ketentuan

100

100

100

100

100

100

persentase skpd yang melaksanakan
monitering dan evaluasi penysunan
anggaran

%

92

92

94

96

98

100

211

Jumlah Dokumen KUA,PPAS

Dokumen

212

Jumlah Dokumen KUPA, PPASP

Dokumen




2.1.3 [Jumlah RKA SKPD yang di asistensi SKPD 35 36 35 36 36 36 0 0 0 0 0 0
2.1.4 [Jumlah RKA SKPD yang di asistensi SKPD 35 36 35 36 36 36 0 0 0 0 0 0
2.1.5 [Jumlah DPA SKPD yang di asistensi SKPD 35 36 35 36 36 36 0 0 0 0 0 0
2.1.6 [Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi SKPD 35 36 35 36 36 36 0 0 0 0 0 0
Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran
APBD yang disusun Dokumen 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
2.1.7
_ca_mJ Raperda dan Perda Tentang APBD Dokumen 2 2 ) ) ) 2 0 0 0 0 0 0
yang disusun
Jumlah Raperbup dan vm._‘_ocu Penjabaran Dokumen 2 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0
Perubahan APBD yang disusun
218 _ca._mr Raperbup dan _um._‘ccu Perubahan Dokumen 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0
Penjabaran APBD yang disusun
Jumlah Raperda dan vm&m Tentang Dokumen 2 2 ) oy ) ) 0 0 0 0 0 0
Perubahan APBD yang disusun
Jumlah Regulasi yang disusun (SE Pedoman
21.9 Teknis Penyusunan RKA-SKPD, Perbup Hibah SKPD 4 36 35 36 36 36 0 0 0 0 0 0
Bansos, Perbup BTT, Perbup Penganggaran
melewati Tahun Anggaran)
2.1.10)Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Dokumen 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0
2.1.11)Jumlah koordinasi yang dilaksanakan, Desa 29 29 29 29 29 29 0 0 0 0 0 0
2.1.12|Jumlah koordinasi yang dilaksanakan SKPD 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
Jumlah aparatur yang mendapatkan
2.1.13|pembinaan Penganggaran Daerah Orang 35 72 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0
Pemerintah Kabupaten
Persentase PD yang melaksanakan
2.2 [penyerapan belanja yang tertib dan sesuai % 65 75 85 90 93 95 0 0 0 0 0 0
ketentuan
Jumlah Dokumen yang Disusun Dokumen 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0
2.2.1
E.B_ms Laporan Kas Umum Daerah Yang Dokumen 12 12 1 1 1 12 0 0 0 0 0 0
Disusun
lah SKPD i itk PD
2.2.3 |!umiah SKPD yang diterbitkan SPD dan SKPD 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0
Anggaran Kas nya
Jumlah SKPD yang Dikelola jumlah waktu
2.2.4 |pelaksanaan penatausahaan belanja SKPD 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0
langsung
Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Hibah
Bansos, Bankeu Dokumen 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0
2.2.5
Jumlah SKPD yang _Sm.:m_xc,: Sosialisasi SKPD 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan Dana Perimbangan
2.2.6 [Jumlah sistem Transaksi Non Tunai Sistem 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Jumlah Dokumen: Laporan Realisasi Gaji PNS,
2.2.7 |Laporan PFK, Rekonsiliasi Gaji, Rekon: Dokumen 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0
PFK, Laporan Realisasi Gaji PNS
2.2.9 [Jumlah SP2D yang Diterbitkan SP2D 4700 4700 4700 4700 4700 4700 0 0 0 0 0 0
Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan
2.2.11|Penatausahaan Keuangan Pemerintah Orang 85 85 85 85 85 85 0 0 0 0 0 0
Kabupaten
Peresentase PD yang tepat waktu dalam
2.3 |menyampaikan laporan keuangan sesuai % 70 75 80 85 920 95 0 0 0 0 0 0
SAP(Akrual)
D
231 Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekon: SKPD 9 N 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0
Pendapatan Daerah
23.2 jumlah skpd yang melaksanakan rekon SKPD 35 35 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0

laporan keuangan skpd




Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD

2.3.3 |Semester | Prognosis 6 Bulan berikutnya yang| Dokumen 1 1 1 1 1 1
disusun
Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun
2.3.4 |Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang Dokumen 1 1 1 1 1 1
disusun
Jumlah Raperbup Penjabaran
vm:ms.mwcsm_mémcm: Pelaksanaan APBD Dokumen 1 1 1 1 1 1
yang disusun
2.35
Jumlah Raperda Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 1 1 1 1 1 1
yang disusun
Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan
2.3.11]|Akuntansi, Pelaporan dan Orang 85 85 85 85 85 85
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten
o vm_.mmq:mmm penyerapan anggaran belanja % 20 8 5 % 93 B
sesuai aturan
jumlah aj iran dari 93 d
2.4, |Umen aluan pencairan dari 9= desa, Proposal 93 93 93 93 93 93
kabupaten/provinsi
2.4.9 |Penyediaan Dana Darurat Tahun 1 1 1 1 1 1
2.4.10]jumlah ajuan pencairan dari 93 desa Proposal 93 93 93 93 93 93
25 Persentase sistem _33_‘3mm_ pengelolaan S 100 100 100 100 100 100
keuangan daerah yang b.
Jumlah laporan 3._cm? bansos dan bantuan Laporan 12 12 12 12 12 12
keuangan yang disusun
2.5.1 |/umiah Laporan/LKT yang Laporan 4 4 4 4 4 4
Disusun
r.::_m: laporan realisasi DBH CHT yang Laporan 0 2 ) ) ) )
disusun
lah A i lolaan ki
25.2 Jumlah Aplikasi pengelolaan keuangan Aplikasi 1 1 1 1 1 1
daerah
Persentase pengelolaan BMD yang tertib
3 % 80 90 95 100 100 100
dan akuntabel oleh Perangkat Daerah
.1 |Ps t B: Milik D h
3.1 m«.mms mmm. wﬂm:w ilik Daerah yang % 85 %0 s 100 100 100
terinventarisir
Presentase PD yang 3m_mr1xm= rekonsiliasi o0 100 100 100 100 100 100
Barang Milik Daerah sesuai standar
313 Jumlah Dokumen Berkas Penyusunan Dokumen 1 1 1 1 1 1
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
3.1.4 |Penyusunan Perda Dokumen 1 1 1 1 1 1
3.1.5 [Jumlah Laporan Aset Laporan 1 1 1 1 1 1
Jumlah L Hasil
3.1.6 | Man aporan Hasl Laporan 3 1 0 0 0 0
Kasus 8 8 8 8 8 8
Jumlah Tanah yang diser: Bidang Tanah 140 160 180 198 209 216
Jumlah kendaraan dinas/opera:
beralih kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke| Unit 10 15 15 15 15 15
Kabupaten Pangandaran
. Bidang Tanah
Jumlah lahan (Tanah PT.KAI) Tersedia 1 1 1 1 1 1
Sewa
Jumlah BMD yang akan dihapuskan Paket 0 6 6 6 6 6
3.1.12 Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi| Perangkat 35 35 35 35 35 35
BMD Daerah




Jumlah Aplikasi Pengelolaan

3.1.13 n Laporan 1 1 1 1 1 1
BMD yang di Update
3.1.14]Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Orang 35 35 35 35 35 35
Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor % 100 100 100 100 100 100
PBB BPHTB
a vm._‘mm:nmmm xmm__.mm_ Pajak Daerah Sektor % 100 100 100 100 100 100
Pajak Daerah Lainya
vm.‘mm:nmm.m realisasi Pajak Daerah Terhadap % 100 100 100 100 100 100
Target Pajak Daerah
Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang
hirk
termutahirian % 20 20 20 20 20 20
t d jib pajak PBB
ISR ERS (TR RED R FEIE % 100 100 100 100 100 100
BPHTB yang terlayani
A e s aor Paiak Waijib Pajak 150 150 150 150 150 150
daerah lainnya yang terdaftar
jak D h
uwﬂmmimmm um:mmn:m.: wajib pajak Daeral % 100 100 100 100 100 100
[lainnya yang terlayani
Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan
dokumen 12 12 12 12 12 12
pendapatan
_vm._.mm-:mmm .vmzw:__m: Kepatuhan Wajib % 70 72 74 76 78 20
Pajak sesuai aturan yang berlaku
411 Jumlah Aplikasi Yang Dikelola 1 1 1 1 1 1
- Jumlah SPPT yang didistribusikan SPPT 465000 470000 475000 480000 480000 480000
4.1.2 [Jumlah dokumen hasil analisa Aplikasi 3 1 1 2 2 2
Jumlah Wajib Pajak yang Mengiku
4.1.3 |Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Wajib Pajak 150 250 350 450 500 550
Pajak Daerah
Jumlah alat sist jak hotel
umlah alat sistem online pajak hotel dan Unit 50 20 20 20 20 20
414 restoran.
Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan Kali 12 12 1 12 12 12
restoran.
aplikasi yang di update 1 1 1 1 1 1
415 Dokumen
Jumlah Dok Tentang Data Objek pajak
umla . o,:Bm: entang Data Objek paja Dokumen 1 1 1 1 1 1
yang dihasilkan
4.1.6 |/um!ah Data Obyek Pajak dan Paket 85000 20000 20000 20000 20000 20000
Subjek Pajak PBB P2
217 Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah Dokumen 486 486 486 486 186 136
dan bangunan
4.1.8 |!umiah Objek Pajak Yang Objek Pajak 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Ternilai
4.1.9 [Jumlah Objek Pajak Objek Pajak 5000 6000 6000 7000 8000 8000
4.1.10{Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring Objek Pajak 983 1500 1700 2000 2300 3000
Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah
Dokumen 4200 4200 4200 4200 4200 4200
4.1.11
Jumlah laporan realisasi PBB-P2 Laporan 12 12 12 12 12 12
Jumlah laporan _<_o::w::m.m<m_.cmm_ Laporan 03 03 03 03 93 93
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan,
4112 Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak Dokumen 345 345 345 345 345 345
Jumlah reklame yang ditertibkan Reklame 10 10 10 10 10 10




4.1.13|Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa Wajib Pajak 60 60 60 60 60 60
Jumlah hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi PBB P2
Dokumen 0 0 0 0 0 0
4114 Jumlah Wajib Pajak peserta Sosialisasi
“"""loptimalisasi Peningkatan Pendapatan Wajib Pajak 0 0 0 0 0 0
Daerah
Jumlah Desa yang lunas dalam Pembayaran Desa 0 0 0 0 0 0

Pajak PBB-P2 dalam masa pajak




Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pangandaran

Tabel T-C.31.
Review terhadap RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran

Daerah

yang bail

Daerah

Perangkat Daerah yang baik

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
KEUANGAN 326.432.341.415 260.420.293.972
1. Persentase sarana prasarana 1. Persentase sarana prasarana kantor
kantor yang terpenuhi 91 yang terpenuhi
91
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH “. vmam_”_nmﬂ _mﬂ“__.”= kevepean 97 - 32.580.350.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ” v_ﬂ_am___.s_mm RPcinCieteandetean o . TRV
DAERAH KABUPATEN/KOTA engan xuatitas ba R DAERAH KABUPATEN/KOTA uaitas bal . . . <80 S
3. Persentase peningkatan 85 3.
aparatur 85
4. Persentase perencanaan dan 92 4. Persentase perencanaan dan evaluasi
evaluasi kinerja yang berkualitas kinerja yang berkualitas 92
1. Persentase perencanaan kinerja 92 1. Persentase perencanaan kinerja yang
yang disusun tepat waktu disusun tepat waktu 92
i dan 2. Persentase dokumen i dan 2 L
ineri; i % 137.500.000 " % 163.400.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penganggaran kinerja yang disusun g2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja yang disusun tepat waktu
tepat waktu 92
3. Persentase dokumen evaluasi 92 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja
kineria vang disusun tepat waktu vang disusun tepat waktu 92
Kab. Kab.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat _u.m.:mm:amSP Jumlah dokumen perencanaan 4 Dokumen 82.500.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Pangandaran, |Jumlah dokumen perencanaan perangkat s pokumen 96.000.000
Daerah Cijulang, perangkat daerah yang tersusun Daerah Cijulang, daerah yang tersusun
Cijulang julang
Kab. Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Kab. -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Pangandaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Pangandaran, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan
oord cenv! -aporan ap "8 N paia k 4 Dokumen 55.000.000 ° env! poran tap 8 " | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 4 Dokumen 67.400.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cijulang, Realisasi erja SKPD yang erja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ijulang, o
" Realisasi Kinerja SKPD yang dilaksanakan
Cijulang dilaksanakan Cijulang
i ini i el keriayane i ini i Persentase unit kerja yang menyusun
o menyusun laporan kinerja keuangan 82 % 22.253.000.000 = S 1a yang menyusur 82 % 12.231.886.805
Daerah Daerah laporan kinerja keuangan dengan baik
dengan baik
Kab. Kab.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pangandaran, |Jumiah ASN yang mendapat fas 60 Orang 22.000.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pangandaran, |Jumlah ASN yang mendapat fas 60 Orang 12.135.886.805
Cijulang, penyediaan gaji dan tunjangan penyediaan gaji dan tunjangan
Cijulang
Kab.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pangandaran, [Jumlah penatausahaan dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah per t dan
5 Dok 60.500.000 5 Dok 66.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Cijulang, Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD okumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD oxumen
Cijulang
Kab. . L
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pangandaran, Jumiah koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pangandaran, Jumiah koordinasi dan Penyusunan
" Y P 8 ng " |Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Kegiatan 170.500.000 | <" v P 8 o " | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Kegiatan 10.000.000
Akhir Tahun SKPD Cijulang, Akhir Tahun SKPD ulang,
N dilaksanakan dilaksanakan
Cijulang julang
Kab. Kab.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pangandaran, Jumiah laporan keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pangandaran, Jumiah laporan keuangan
N ¥ P 8 ) s ’ |Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 Laporan 11.000.000 N ¥ P 8 o ’ | Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 10.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Cijulang, Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD julang,
" SKPD yang tersusun yang tersusun
Cijulang Cijulang
Kab. Jumlah laporan dan anal Kab.
_um3<cm:.=m: Pelaporan dan Anal Prognosis vm.:mm_,ama? prognosis Realisasi Anggaran yang 1 Laporan 11.000.000 vm:<:mr_.=m: Pelaporan dan Anall Pangandaran, |Jumlah _.muo_‘ms dan analaisis progno: 1 Laporan 10.000.000
Realisasi Anggaran Cijulang, disusun Realisasi Anggaran Cijulang, Realisasi Anggaran yang disusun
Cijulang Cijulang
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah barang milik daerah pada 74 69.300.000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah barang milik daerah pada 7a 62.000.000
Perangkat Daerah perangkat daerah dalam kondisi baik B Perangkat Daerah perangkat daerah dalam kondisi baik B
Kab. Kab.
P d; Jumlah B: Milik D: h pad; P; d , [Jumlah B Milik D: h pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD w:mm: aran, um'a ma,:m aeran pada 3 Jenis 69.300.000 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD angandaran, | Jumia " arang MillkDaerah pada 3 Jenis 62.000.000
Cijulang, SKPD yang dikelola Cijulang, yang dikelola
Cijulang
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah vmqmm:.nmmm peningkatan retribusi 5 % 78.650.000 Daerah qummznmmm peningkatan retribusi yang 5 % 84.800.000
Kewenangan Perangkat Daerah yang diterima Perangkat Daerah Kewenangan Perangkat Daerah diterima Perangkat Daerah
Kab. Kab.
P: d Jumlah L P lol P; d Jumlah L P lol Retribt
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah angancaran, | umiah Laporan Fengelotaan 11 Laporan 78.650.000 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah angandaran, | Jumian Laporan Pengelolaan Retribusi 11 Laporan 84.800.000
Cijulang, Retribusi Daerah Cijulang, Daerah
Cijulang
. - . . Persentase Administrasi . - . N P . .
o kepegawaian Perangkat Daerah 93 % 242.000.000 = 93 % 149.800.000




Kab. Kab.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut vmzmm:amam? Jumlah Pakaian Dinas m.mmmnm Atribut 165 set 170.500.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pangandaran, |Jumlah Pakaian Dinas m.mmmnm Atribut 165 set 50.000.000
Kelengkapannya Cijulang, Kelengkapannya yang diadakan Kelengkapannya Cijulang, Kelengkapannya yang diadakan
Cijulang ulang
Kab. Jumlah koordinasi pelaksanaan Kab.
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi vm.:mmznmam? sistem informasi rmuvmmmim_m: yang s Laporan 71.500.000 _Aoo_d_:mm_. dan Pelaksanaan Sistem Informasi Pangandaran, %ci_m: xwo:ﬁ:mﬂ _uw_mrmm:mm: sistem s Laporan 99.800.000
Kepegawaian Cijulang, dilaksanakan Kepegawaian ulang, informasi kepegawaian yang dilaksanakan
Cijulang ijulang
Kegiatan Administrasi Umurm Perangkat Daerah Persentase Administrasi umum 1.286.700.000 | Kegi inistrasi Umum Daerah Persentase Administrasi umum %0 % 726.000.000
Perangkat Daerah yang baik Perangkat Daerah yang baik
Kab. . Kab. "
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan [ Pangandaran, Jumlah Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | Pangandaran, Jumlah Komponen Instalasi
v P gan | Pang " |Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6 Jenis 46200000 <"V P 8 8 " | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang| 6 Jenis 9.000.000
Bangunan Kantor Cijulang, - Bangunan Kantor ulang, L
" yang disediakan disediakan
Cijulang ijjulang
Kab. Kab.
Pangandaran, |Jumlah Peralatan dan Perlengkapan . . Pangandaran, |Jumlah Peralatan dan Perlengkapan .
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) 8 u - BKap 100 Jenis 775.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 u gkap 100 Jenis 300.000.000
Cijulang, Kantor disediakan Kantor disediakan
Cijulang
Kab.
P d Jumlah B Cetakan d P; d Jumlah B Cetakan dan P d
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan angancaran, | umiah Barang tetakan can 5 Jenis 88.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan angancaran, | Jumian Barang tetakan dan Penggancaan 5 Jenis 50.000.000
Cijulang, Penggandaan yang disediakan Cijulang, yang disediakan
Cijulang Cijulang
Kab. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Kab.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pangandaran, . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pangandaran, |Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan .
" Perundang-undangan yang 5 Jenis 27.500.000 L 5 Jenis 7.000.000
Perundang-undangan Cijulang, disediakan Perundang-undangan Cijulang, Perundang-undangan yang disediakan
Cijulang julang
Kab. Jumlah Rapat Koordinasi dan Kab.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi vw:mm:nmam? xo:mc_ﬁmm__um_%_u yang 120 Laporan 350.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi |Pangandaran, [Jumlah xmumw Koordinasi dan Konsultasi 120 Laporan 360.000.000
SKPD Cijulang, . SKPD SKPD yang diselenggarakan
" diselenggarakan
Cijulang
xmm_mnmz Pengadaan wuqu.:w Milik Daerah Persentase um:wun.muz.wwqwzn Milik 25 % 6.931.800.000 xmn_mn.m: Pengadaan wmqm.:w Milik Daerah Persentase um:mmn.muz.wwqmzn Milik 25 % 565.189.642
Urusan Pemerintah Daerah Daerah yang Urusan Pemerintah Daerah Daerah yang t
Kab. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Kab.
Pengadaan _mmsam_‘mms Perorangan Dinas atau vm.:nmznmam? atau Kendaraan Dinas _mwmwz yang o Unit 2.791.800.000 | Pengadaan _mm:mm_‘mm: Perorangan Dinas atau Pangandaran, |Jumlah xm:nwﬂmm: Perorangan D.:_mm. atau o Unit o
Kendaraan Dinas Jabatan Cijulang, disediakan Kendaraan Dinas Jabatan ulang, Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan
Cijulang jjulang
Kab. Kab.
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Pangandaran, [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional . Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Pangandaran, |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau .
. N 0 Unit 2.900.000.000 0 Unit 0
Lapangan Cijulang, atau Lapangan yang disediakan Lapangan Lapangan yang disediakan
Cijulang
Kab.
P d Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Jumlah Alat Angkutan Darat Tak B t
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor angancaran, | umiah Alat Angkutan Darat fa 0 Unit 275.000.000 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor umiah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor| Unit 0
Cijulang, Bermotor yang disediakan yang disediakan
Cijulang
Kab.
Pangandaran, " . " .
Pengadaan Mebel Gijulang, Jumlah mebel yang diadakan 15 Jenis 308.000.000| Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang diadakan 15 Jenis 100.000.000
Cijulang
Kab.
P: daran, |Jumlah Peralatan dan Mesin L: Jumlah Peralatan dan Mesin Laif
Pengadaan Peralatan dan Mesin L. m:mm: aran, umia N eralatan dan Mesin 25 Unit 407.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya IE an Peraiatan dan Me ainnyayang 25 Unit 125.000.000
Cijulang, yang diadakan diadakan
Cijulang
Kab.
P lah K: i P lah K: B i
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya m.:mm:nmﬂm? Jumia amac.:m antor mg.mr_ 3 Unit 250.000.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya angandaran, E..,: 2 mmac:m. antor atau Bangunan 3 Unit 340.189.642
Cijulang, Bangunan Lainnya yang diadakan Cijulang, Lainnya yang diadakan
Cijulang Cijulang
: Jasa Urusan vm_‘mm:.nmmm jasa _om:.“q:mm_.m .:_.:mmz 955.200.000 : Jasa Urusan vm_‘mn:.nmmm jasa _um:.“q:mn_.m .:..Em: 87 % 1.083.200.000
Pemerintahan Daerah pemerintahan yang Pemerintahan Daerah pemerintahan yang
Kab. Kab.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat _um:mm:nmﬁmP _ma_m.: Jasa Surat Menyurat yang 1100 Buah 10.200.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangandaran, :.:‘:_m._‘_ Jasa Surat Menyurat yang 1100 Buah 4.000.000
Cijulang, disediakan disediakan
Cijulang
Kab.
_u.m:,\,mm_mm: Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan _umA:mm:nmEP _:E_m:@mmm _Awic.z__mmm: m:iwmq 4 Rekening 495.000.000 _".Am:,\.mn_mm: Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan _:E_mz _Wmm A_AOEAE__ asi, Sumber Daya Air 4 Rekening 550.000.000
Listrik Cijulang, Daya Air dan Listrik disediakan Listrik dan Listrik disediakan
Cijulang
Kab.
P lah Pel K lah Pel K
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor angandaran, - \Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1, Orang 450.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Urnum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor P} Orang 529.200.000,00
Cijulang, yang disediakan yang disediakan
Cijulang
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase prasarana yang baik dan 626.200.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase prasarana yang baik dan layak’ 92 % 799.471.984

Urusan Pemerintahan Daerah

layak fungsi

Urusan Pemerintahan Daerah

fungsi




" N Kab. Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya . Kab. Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya
Penyediaan lasa Pemeliharaan, Biaya Pangandaran, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penyediaan lasa Pemeliharaan, Biaya Pangandaran, |Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan . H ! ) y 65 Unit 250.000.000 | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan o ! . . . 65 Unit 317.471.984
" . Cijulang, Perorangan Dinas atau Kendaraan . . Cijulang, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan N . - Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan g
Cijulang Dinas Jabatan yang disediakan ulang Jabatan yang disediakan
Kab. Kab.
P: d P; d
angancaran, | 1ah mebel yang dikelola 15 Jenis 24.200.000 Pemeliharaan Mebel angancaran, |, 1ah mebel yang dikelola 15 Jenis 22.000.000
Cijulang, ulang,
Cijulang ijulang
Kab. Kab.
araan Peralatan dan Mesin L. _.‘.m.:mm:nmSP ._:B_W:. Peralatan dan Mesin L 7 Jenis 176.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pangandaran, E:im: Peralatan dan Mesin Lainnya yang 7 Jenis 260.000.000
Cijulang, yang dikelola dikelola
Cijulang
Kab.
Pemeli mammﬂ_\wm:mg itasi Gedung Kantor dan vw:mm:nmam? Jumlah mmac:m. Kantor nmq Bangunan 7 Unit 176.000.000 Pemel :m_‘mmq\wmrmc itasi Gedung Kantor dan E.E_m: mmaczm. Kantor nm‘.._ Bangunan 7 Unit 200.000.000
Bangunan Lainnya Cijulang, Lainnya yang direhabilitasi Bangunan Lainnya Lainnya yang direhabilitasi
Cijulang
Pe tase OPD
ersentasel yang OPD yang o
ki ke ki
e T e “c umen W.w:w”: dengan tepat waktu
Program Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan 85% 277.404.492.025,00 Program Pengelolaan Keuangan Daerah an sesual ketentuan 85% 237.263.077.537
Persentase kesesuaian dokumen Persentase kesesuaian dokumen
penganggaran sesuai waktu dan penganggaran sesuai waktu dan
ketentuan ketentuan
Persentase PD yang mengirimkan Persentase PD yang mengirimkan RKA
6.447.659.725,00 3.145.318.358
RKA dan DPA . dan DPA
N inasi dan Reneana vm_‘mm.:nmmm Raperda Raperbub APBD Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana persentase Raperda Raperbub APBD
sesuai 100% sesuai 100%
Anggaran Daerah Anggaran Daerah
skpd yang skpd yang
monitering dan evaluasi penysunan monitering dan evaluasi penysunan
anggaran anggaran
Kab. Kab.
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Mmu_mmmzzmnmama: Jumlah Dokumen KUA,PPAS 2 Dokumen 512.149.000,00 |Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Pangandaran, Jumlah Dokumen KUA,PPAS 2 Dokumen 250.000.000
Cijulang
Kab.
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan vw:mm:nmam? Jumlah Dokumen KUPA, PPASP 5 Dokumen 512.666.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Jumlah Dokumen KUPA, PPASP 5 Dokumen 250.000.000
Perubahan PPAS Cijulang, Perubahan PPAS
Cijulang
Kab.
P
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD n”mwmm:ﬂ_m&a; Jumlah RKA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 415.817.600,00 |Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD vm“_mmmzsmma? Jumlah RKA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 200.000.000
Cijulang julang
Kab. Kab.
Koordinasi, Penyusunan dan Vel Pangandaran, L " Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan |Pangandaran, .
RKA-SKPD Gijulang, Jumlah RKA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 427.889.000,00 RKA-SKPD Jumlah RKA SKPD yang di a: 36 SKPD 200.000.000
Cijulang
Kab.
P P,
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD n_m_.mwm::mamap Jumlah DPA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 428.549.000,00 |Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD n“”_mmﬂsmma? Jumlah DPA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 200.000.000
Cijulang Cijulang
Kab. Kab.
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan |Pangandaran, L " Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan [Pangandaran, . .
36 SKPD 559.050.800,00 36 SKPD .000.
DPA-SKPD Gijulang, Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi DPA-SKPD Gijulang, Jumlah DPPA SKPD yang di asistensi 250.000.000
Cijulang julang
Kab. Kab. .
Jumlah Raperbup dan Perbup Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran
Pangandaran, . . Pangandaran, N
Ciiulan, Penjabaran APBD yang disusun 2 h APBD yang 2
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah n_. | 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah :_msm‘
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah iiulang Dokumen 878.138.800,00 |tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah julang Dokumen 502.559.179
tentang Penjabaran APBD tentang Penjabaran APBD Kab.
Jumlah Raperda dan Perda Tentang 2 Pangandaran, |Jumlah Raperda dan Perda Tentang APBD 2
APBD yang disusun yang disusun
Kab.
Jumlah Raperbup dan Perbup
P
nwmmﬂém;? Perubahan Penjabaran APBD yang 6 Dokumen w_:_._mh_ x%m\ﬂw_w dan vM.&% Perubahan 6 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah m_. I s, disusun Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah enjabaran yang disusun
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala ilulang 1.266.050.400,00 | tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Raperbup dan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumiah R bup dan PerbupPerubah
PerbupPerubahan Penjabaran APBD 12 Dokumen umiah Raperbup can Perbupperubahan 12 Dokumen 502.559.179

yang disusun

Penjabaran APBD yang disusun




Kab.

Jumlah Raperda dan Perda Tentang 2 Dokumen Pangandaran, |Jumlah Raperda dan Perda Tentang 2 Dokumen
Perubahan APBD yang disusun Cijulang, Perubahan APBD yang disusun
ulang
Jumlah Regulasi yang disusun (SE
Kab. Y sy ._ yang disusun ( Kab. Jumlah Regulasi yang disusun (SE
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Pangandaran, Pedoman Teknis Penyusunan RKA- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Pangandaran, |Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD,
v € ne " |SKPD, Perbup Hibah Bansos, Perbup | 36 SkPD 552.357.245,00 | 00 ’ v € & g ' v g 36 SkPD 150.000.000
Kebijakan Bidang Anggaran Cijulang, . Kebijakan Bidang Anggaran ijulang, Perbup Hibah Bansos, Perbup BTT, Perbup
Cijulan BTT, Perbup Penganggaran melewati Cijulan Penganggaran melewati Tahun Anggaran)
. 8 Tahun Anggaran) . 8 BaNgs 88
Kab. Kab.
P: d P; d
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan nmm_mmmszm aran, jumlah koordinasi yang dilaksanakan 25 Dokumen 200.000.000,00 |Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan n”“_mmmszm aran jumlah koordinasi yang dilaksanakan 25 Laporan 204.800.000
Cijulang ulang
Kab. Kab.
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Muﬂﬂ:m&a; jumlah koordinasi yang dilaksanakan | 29 Desa 299.216.280,00 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah SHW::MN;; jumlah koordinasi yang dilaksanakan 2 Laporan 235.400.000
Cijulang julang
Kab. Kab.
P daran, P daran, |. o
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pem nm““_mmmszm aran, jumlah koordinasi yang dilaksanakan 20 SKPD 262.807.600,00 |Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan angandaran jumlah koordinasi yang 20 Laporan 100.000.000
Cijulang
Kab. Jumlah aparatur yang mendapatkan Jumlah aparatur yang mendapatkan
Pembi P Daerah Pemerintah P Pembi P Daerah Pemerintah P,
embinaan Penganggaran Daerah Pemerinta angandaran, | binaan Penganggaran Daerah 72 Orang 132.968.000,00 | PeMPinaan Penganggaran Daerah Pemerinta angandaran, | binaan Penganggaran Daerah 7 Orang 100.000.000
Kabupaten/Kota Cijulang, . Kabupaten/Kota Cijulang,
" Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten
Cijulang Cijulang
Kab. Kab.
i inasi dan _.‘.M”mm:am;: PD yang i jinasildan i d PD yang
' i i 3.003.000.000 J g j i 75 % 993.200.000
Perbendaharaan Daerah Cijulang, vm:<m._.mum: pelanialvanei=stiboan Perbendaharaan Daerah _om:<m._.mum: psjapiavaneitertizdan
i sesuai ketentuan sesuai ketentuan
Cijulang
P; d
‘b Jumlah Dokumen yang Disusun 12 Dokumen m_”_mmﬂ:m 273" | jumlah Dokumen yang Disusun 12 Dokumen
P
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah mmmmﬁ_w%: 1.034.250.000 |Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah _A__“_m:m 500.000.000
2 an.
Cijulan
julang ._:E_W:. Laporan Kas Umum Daerah 1 Dokumen Pangandaran, ._._.B_m: Laporan Kas Umum Daerah Yang 2 Dokumen
Yang Disusun Disusun
Kab.
vm_‘_<_mmm:. Pelaksanaan Pengendalian dan vw:mm:nmam? Jumlah SKPD yang diterbitkan SPD 35 SKPD 157.500.000 _vm:<_m“.um=‘ Pelaksanaan Pengendalian dan Jumlah SKPD yang diterbitkan SPD dan 35 SKPD
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Cijulang, dan Anggaran Kas nya Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Anggaran Kas nya
Cijulang
Kab.
_uM: andaran Jumlah SKPD yang Dikelola jumlah pangandaran, Jumlah SKPD yang Dikelola jumlah waktu
Penatausahaan Pembiayaan Daerah ) s " |waktu pelaksanaan penatausahaan 35 SKPD 210.000.000 |Penatausahaan Pembiayaan Daerah o " | pelaksanaan penatausahaan belanja 35 SKPD 232.800.000
Cilulang, belanja langsuny ulane, langsun,
Cijulang . Bsung julang Bsung
Jumlah Dokumen Pengajuan ”“”, andaran Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan
Kab. Pencairan Hibah Bansos, Bankeu 8 Dokumen _m N Y ah Bansos, Bankeu 8 Dokumen -
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi § Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, iuang,
Pangandaran, . N Cijulang
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan " 561.750.000 | Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Per
! B Cijulang, : " Kab.
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya " Jumlah SKPD yang Mengikuti Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya .
julang . . Pangandaran, |Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi
Sosialisasi Pengelolaan Dana 35 SKPD . 35 SKPD 0
. Cijulang, Pengelolaan Dana Perimbangan
Perimbangan
Cijulang
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Kab. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Kab.
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga _.‘.m:mm:nﬂm:‘ Jumlah sistem Transaksi Non Tunai 1 Sistem 294.000.000 Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga | Pangandaran, Jumiah sistem Transaksi Non Tunai 1 Sistem 0
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Cijulang, Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Cijulang,
Bank Cijulang Bank ulang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
,_ ' dan yusun por ! Kab. Jumlah Dokumen: Laporan Realisasi ._ ! yusu por fsast Kab. Jumlah Dokumen: Laporan Realisasi Gaji
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan o Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan N
Pangandaran, | Gaji PNS, Laporan PFK, Rekonsi Pangandaran, |PNS, Laporan PFK, Rekonsiliasi Gaji,
Aliran Kas, dan Pelaksanaan ) N 12 Dokumen 210.000.000 |Aliran Kas, dan Pelaksanaan . AP 12 Dokumen 0
Cijulang, Gaji, Rekonsiliasi PFK, Laporan ijulang, Rekonsiliasi PFK, Laporan Realisasi Gaji
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Gijulan Realisasi Gaji PNS Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Giiulan, PNS
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) J 8 . Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) . 8
Kab. Kab.
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas pangandaran Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas pangandaran,
serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D n_Ac_mm: " |Jumlah SP2D yang Diterbitkan 4700 SP2D 236.250.000 |serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D G :_wms ’ |Jumlah SP2D yang Diterbitkan 4700 SP2D 260.400.000
dengan Instansi Terkait _ & dengan Instansi Terkait y 8
Cijulang ulang
Kab. Kab.
Jumlah Aparatur ya engikuti Jumlah Aparatur ya engikuti
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah |Pangandaran, um m. paratur yang mengluti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah [Pangandaran, um m. paratur yang mengluti
) pembinaan Penatausahaan Keuangan 85 Orang 299.250.000 pembinaan Penatausahaan Keuangan 85 Orang 0
Kabupaten/Kota Cijulang, Kabupaten/Kota

Cijulang

Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten




Peresentase PD yang tepat waktu

Peresentase PD yang tepat waktu dalam

N dinasi dan i N dinasi dan A
dalam menyampaikan laporan 3.353.832.300 menyampaikan laporan keuangan sesuai 75 % 2.231.159.179
dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah
P 8 keuangan sesuai SAP(Akrual) po 8! SAP(Akrual)
Kab. Kab.
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan _um:mmznm;:‘ Jumlah mxv._u yang melaksanakan 9 SKPD 262.500.000 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan | Pangandaran, |Jumlah mxv._u yang melaksanakan 9 SKPD 172.000.000
Pengeluaran Kas Daerah Cijulang, Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Pengeluaran Kas Daerah Cijulang, Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
Cijulang ulang
. P " Kab. N . . " Kab.
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, pangandaran, jumlah skpd vang melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, pangandaran, |jumlah skod yang melaksanakan
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO | o8 a P yang 35 SKPD 283.500.000 | Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO | o8 - | P yang 35 SKPD 240.359.179
Cijulang, rekonsiliasi laporan keuangan skpd ulang, rekonsiliasi laporan keuangan skpd
dan Beban " dan Beban
Cijulang ijulang
Kab. Kab.
Koordinasi Penyusunan Laporan VM” andaran Jumlah dokumen Laporan Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan vM” andaran Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, n_.c_mmz " | APBD Semester | Prognosis 6 Bulan 1 Dokumen 471.582.300 |Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, 8 " | Semester | Prognosis 6 Bulan berikutnya 1 Dokumen 350.000.000
Triwulanan dan Semesteran h_“:_msw‘ berikutnya yang disusun Triwulanan dan Semesteran yang disusun
Kab.
. Jumlah dokumen Laporan Akhir . Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun
Konsolidasi Laporan _Amcmdmm: SKPD, BLUD dan vm.:mmznmam? Tahun Pemerintah Kabupaten 1 Dokumen 1.039.500.000 | ¥O"° dasi Laporan _Am:m.:wm: SKPD, BLUD dan Pangandaran, Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang 1 Dokumen 948.800.000
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Cijulang, " Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Cijulang, )
. Pangandaran yang disusun disusun
Cijulang Cijulang
Jumlah Raperbup Penjabaran Kab. Jumlah Raperbup Penjabaran
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan vm:m:wmczm_.ms\mcm: Pelaksanaan 1 Koordinasi dan Penyusunan ) Peraturan | an, | rertanggur ' Pelaksanaan APBD 1
. Kab. APBD yang disusun . Cijulang, yang disusun
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan pangandaran, Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala %:,m: ’ Dokumen 997.500.000 | APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Dokumen 520.000.000
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban n__.:_mzw Jumlah Raperda Tentang Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Jumlah Raperda Tentang
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ! Pertanggungjawaban Pelaksanaan 1 Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Pertanggungj 1 Pelaksanaan APBD 1
APBD yang disusun yang disusun
Kab. Jumlah SDM yang mengikuti Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan _um.:mm_,ama? Pembinaan >._€38= , vm_mu.o_‘m: dan 85 Orang 299.250.000 Pembinaan »xcim:m_‘ vm_mu.o_‘ms dan Pangandaran, |Akuntansi, vm.,muo_‘m: dan ) 85 Orang 0
Pertanggur Pemerintah K /Kota |Cijulang, Pertanggungjawaban Pemerintah Pertar Pemerintah K 1/Kota |Cijulang, Pertanggungjawaban Pemerintah
Cijulang Kabupaten Cijulang Kabupaten
Urusan vmqmm.:nmmm [F A ETEERET 262.500.000.000 Urusan Persentase penyerapan anggaran belanja 85 % 230.663.000.000,00
Daerah belanja sesuai aturan Daerah sesuai aturan
Kab. Kab.
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Pangandaran,  |jumlah ajuan pencairan dari 93 desa, 93 Proposal 230.000.000.000,00 |Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Pangandaran, |jumlah ajuan pencairan dari 93 desa, o3 Proposal 200.000.000.000
Keuangan Cijulang, kabupaten/provinsi Keuangan kabupaten/provinsi
Cijulang
Kab.
Pangandaran, N "
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Gijulang Penyediaan Dana Darurat 1 Tahun 2.500.000.000,00 |Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Penyediaan Dana Darurat 1 Tahun 7.500.000.000
Cijulang
Kab.
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Nm_mmﬂ:w&a; jumlah ajuan pencairan dari 93 desa | 93 Proposal 30.000.000.000,00 |Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota jumlah ajuan pencairan dari 93 desa 93 Proposal 23.163.000.000
Cijulang
Data dan i Sistem Persentase sistem informasi Data dan i Sistem Persentase sistem informasi pengelolaan
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan pengelolaan keuangan daerah yang 2.100.000.000 |Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan N peng 100 % 230.400.000
. keuangan daerah yang baik
Daerah baik Daerah
Kab.
Jumlah laporan hibah, bansos dan Pangandaran, |Jumlah laporan hibah, bansos dan
12 Laporan . 12 Laporan
bantuan keuangan yang bantuan keuangan yang disusun
Kab.
Inventarisasi dan Anal lang Keuangan _um:m.m:nmam? Jumlah Laporan/LKT yang 2 Laporan 510.166.000 Data Bidang Keuangan Jumlah Laporan/LKT yang 2 Laporan 96.000.000
Daerah Cijulang, Disusun Daerah Disusun
Cijulang
Jumlah laporan realisasi DBH CHT 2 Laporan Ei_m: laporan realisasi DBH CHT yang 2 Laporan
yang disusun disusun
Kab.
_En,m&m:ﬁm_ dan Pemeliharaan Sistem Informasi vm.:mmzamas‘ Jumlah Aplikasi pengelolaan 1 Aplikasi 2.100.000.000 _E_u_m:.:m:am_ dan vm_,.:m iharaan Sistem Informasi Jumlah Aplikasi pengelolaan keuangan 1 Aplikasi 134.400.000
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Cijulang, keuangan daerah Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah daerah
Cijulang
Persentase pengelolaan BMD yang -
l; BMD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah tertib dan akuntabel oleh Perangkat 920% 2.634.047.336 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah peeiasclbeneclclaanEMDyanziteRtib 920% 3.327.559.179
dan akuntabel oleh Perangkat Daerah
Daerah
vmqmm__nm.wm wm_.m_._n. Milik Daerah 90% 2.634.047.336 vmq.mm_,_nmwm .w.m_.m__n Milik Daerah yang 90% 3.327.559.179
yang terinventarisir
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Presentase PD yang melakukan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Presentase PD yang melakukan
rekonsiliasi Barang Milik Daerah 100% rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai 100%

sesuai standar

standar




Kab. Kab.
Jumlah Dok Berkas P
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik vmzmm:amam? x:mﬂnﬂ:m mmncanmﬂ,m_,_mwmmﬁmm:m:_«_:wnsmz 1 Dokumen 75.000.000 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Pangandaran, |Jumlah Dokumen Berkas vm:ﬁ._mc:m: 1 Dokumen 37.559.179
Daerah Cijulang, Daerah Daerah Cijulang, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Cijulang ulang
Kab. Kab.
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik vm.:mmznmam? Penyusunan Perda 1 Dokumen 100.000.000 |PEYUsUnan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik | Pangandaran, Penyusunan Perda 1 Dokumen £0.000.000
Daerah Cijulang, Daerah ulang,
Cijulang ijulang
Kab. Kab.
Penatausahaan Barang Milik Daerah M“u_mmmz_‘_mnms:‘ Jumlah Laporan Aset 1 Laporan 200.000.000 |Penatausahaan Barang Milik Daerah Pangandaran, Jumlah Laporan Aset 1 Laporan 90.000.000
Cijulang
Kab.
P d Jumlah L H Jumlah L H
Inventarisasi Barang Milik Daerah w:mm: aran, umia .muo,_‘m: as 1 Laporan 0,00] Inventarisasi Barang Milik Daerah umia .muo,_‘m: as 1 Laporan 930.000.000
Cijulang, Inventarisasi Inventarisasi
Cijulang
Kab. Jumlah kasus TPTGR yang ditangani 8 Kasus vm”_mmm:_‘_wamam? Jumlah kasus TPTGR yang ditangani 8 Kasus
Pengamanan Barang Milik Daerah Pangandaran, 529.164.970 | Pengamanan Barang Milik Daerah julang 520.000.000
Cijulang, Kab.
Cijulang . Bidang Pangandaran, Bidang
Jumlah Tanah yang disertifikatkan 160 Tanah Jumlah Tanah yang 160 Tanah
Jumlah kend: ional
umian kendaraan NM\ovm.am_o:m Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
yang beralih kepemilikan dari . Pangandaran, A .
o 5 Unit beralih kepemilikan dari Kabupaten 5 Unit
Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Cijulang, )
Ciamis ke Kabupaten Pangandaran
Pangandaran Cijulang
. " Kab. : " Kab.
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pangandaran. ” Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, d ”
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan m " |Jumlah lahan (Tanah PT.KAI) Tersedia 1 Bidang 1.198.494.516 | Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Pangandaran, Jumlah lahan (Tanah PT.KAI) Tersedia 1 Bidang 1.050.000.000
Cijulang, Tanah Sewa Cijulang, Tanah Sewa
Penghapusan Barang Milik Daerah - Penghapusan Barang Milik Daerah
Cijulang julang
Kab.
P; d
Jumlah BMD yang akan dihapuskan 6 Paket m“_nmmszm aran, Jumlah BMD yang akan 6 Paket
ijulang
Kab. Kab.
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Pangandaran, |Jumlah SKPD yang melaksanakan Perangkat si dalam rangka Penyusunan Laporan Pangandaran, |Jumlah SKPD yang melaksanakan Perangkat
' 35 227.280.000 " 35 250.000.000
Barang Milik Daerah Cijulang, Daerah Daerah Rekonsiliasi BMD Daerah
Cijulang
Kab.
P: d Jumlah Aplikasi P lol. Jumlah Aplikasi P lol.
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah n_m_m_mmmﬂ_:m‘ms? w___,w_;omﬁsm _&mh_uhﬂmmm cean 1 Laporan 154.107.850 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah m___,w_zomﬁsm gmm_uawﬂmmm olaan 1 Laporan 200.000.000
Cijulang
Kab.
i P ikuti i |
vaU_qmmz engelolaan Barang Milik Daerah vmzmm:nma? fa_m: Peserta yang mengikuti 35 Orang 150000000 vmacimm: Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek 35 Orang 200.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota Cijulang, Bimtek Pemerintah Kabupaten/Kota
Cijulang
Persentase Realiasi Pajak Daerah Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor
Sektor PBB BPHTB 100 % 13.813.452.054 PBB BPHTB 100 % 3.963.908.825
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah eernizee el Gl et 100 % Program Pengelolaan Pendapatan Daerah fepalasliealazlRalakbaetal Bating 100 %
Sektor Pajak Daerah Lainya Pajak Daerah Lainya
Persentase realisasi Pajak Daerah 100 % Persentase realisasi Pajak Daerah 100 %
Terhadap Target Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah
Persentase objek pajak PBB - BPHTB Persentase objek pajak PBB - BPHTB
yang termutahirkan 20 % yang termutahirkan 20 %
persentase pengaduan waijib pajak 100 % persentase pengaduan wajib pajak PBB 100 %
PBB BPHTB yang terlayani BPHTB yang terlayani
Jumlah wajib pajak baru sektor pajak - . Jumlah wajib pajak baru sektor pajak - .
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah daerah lainnya yang terdaftar B || bR 13.813.452.054 ; Daerah daerah lainnya yang terdaftar LSOpy|WaibiRaiak 3.963.908.825
persentase pengaduan waijib pajak 100 % persentase pengaduan wajib pajak 100 %
Daerah lainnya yang terlayani Daerah lainnya yang terlayani
Jumlah ._o_ESm:Lmﬁ_:mm_ 12 Dokumen _:B_hn: dokumen evaluasi pengelolaan 12 Dokumen
Persentase Pengujian Kepatuhan . -
Pe P Ki han W
Wajib Pajak sesuai aturan yang 72 % IR (g Em UGREEn WA 72 %

berlaku

Pajak sesuai aturan yang berlaku




Kab. Kab.
. Pangandaran, |Jumlah Aplikasi Yang Dikelola 1 Aplikasi . Pangandaran, | jumlah Aplikasi Yang Dikelola 1 Aplikasi
Perencanaan pengelolaan pajak daerah Ciulang, 1.689.813.220 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah Ciulang, 516.600.000
julang Cijulang
Jumlah SPPT yang didistribusikan 470000 SPPT Jumlah SPPT yang didistribusikan 470000 SPPT
Jumlah DHKP yang didistribusikan 70 BOX Jumlah DHKP yang didistribusikan 70 BOX
Kab. Kab.
Al dan P b: Pajak D: h, sert: P: d , n " Analisa dan P b; Pajak D h, sert; P; d ., . .
nalisa dan m:m..mi m:wmz ajak Daerah, serta w:mm: aran, Jumlah Aplikasi Yang di Update 1 dokumen 2.100.000.000 nalisa dan Fengem m:mm: ajak Daerah, serta angandaran Jumlah dokumen hasil analisa 1 Dokumen 204.793.197
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Cijulang, Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Cijulang,
Cijulang ulang
Kab. Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Kab. Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajek | Pangandaran, | oo\ i han gan penyebarluasan 250 | Wajib Pajak 300.000.000| "erYuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak | Pangandaran, | 1 han dan penyebarluasan 250 | Waijib Pajak 250.000.000
Daerah Cijulang, - ) Daerah ulang, " .
" Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah
Cijulang julang
Kab. Jumlah alat sistem online pajak hotel . Kab. Jumlah alat sistem online pajak hotel dan .
: 20 Unit " 20 Unit
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pangandaran, |dan restoran. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pangandaran, | restoran.
N 549.999.866 | " 50.000.000
Pajak Daerah Cijulang, Pajak Daerah Cijulang,
Cijulang Jumlah waktu pengelolaan pajak 1 Ka Cijulang  |Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel 1
hotel dan restoran. dan restoran.
Kab. Aplikasi Kab.
pangandaran, Jumlah Aplikasi Pengelolaan PBB P2 1 D _”_A_ ast pangandaran, | 2P asi yang di update 1 Aplikasi
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah %_,:_mzw ! okumen 520.000.000 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah %_,:_mzw ! 155.000.000
Cijulang Jumlah Dokumen Tentang Data Objek Cijulang Jumlah Dokumen Tentang Data Objek
. 1 Dokumen . 1 Dokumen
pajak yang pajak yang
Kab. Kab.
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Pangandaran, |[Jumlah Data Obyek Pajak dan . N Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Pangandaran, |Jumlah Data Obyek Pajak dan . .
20000 | Objek Pajak 3.500.000.000 20000 bjek k 244.593.196
Data Pajak Daerah Cijulang, Subjek Pajak PBB P2 jek Paja Data Pajak Daerah ulang, Subjek Pajak PBB P2 ovjek paja
Cijulang jjulang
. . Kab. " . . Kab.
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pangandaran, |Jumlah transaksi pemindahan hak Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pangandaran, [Jumlah transaksi pemindahan hak atas
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas ) 8 ! P 486 Dokumen 430.000.000 | Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas 8 ! P 486 Dokumen 485.800.000!
Cijulang, atas tanah dan bangunan tanah dan bangunan
Tanah dan Bangunan (BPHTB) " Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Cijulang
Kab.
P: d Jumlah Objek Pajak Y: . N Jumlah Objek Pajak Y: . .
Penetapan Wajib Pajak Daerah mdmm: aran, umia jek Pajak Yang 7000 | Objek Pajak 1.975.700.000| Penetapan Wajib Pajak Daerah umia jek PajakYang 7000 | Objek Pajak 0
Cijulang, Ternilai
Cijulang
Kab.
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah N”mm::m@_ma; Jumlah Objek Pajak 6000 | Objek Pajak 488.749.868| Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah _um”_mwzsmma; Jumlah Objek Pajak 6000 | Objek Pajak 284.142.842
Cijulang julang
Kab. Kab.
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak vm:mmzamqm? __.._E_m: Oc._mr Pajak yang 1500 | Objek Pajak 350.000.000 Pen n dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Pangandaran, Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring 1500 Objek Pajak 200.000.000
Daerah Cijulang, dimonitoring Daerah ijulang,
Cijulang Cijulang
Jumlah Dok P ihan Pajak
_uzmﬁhr okumen Penaginan Faja Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah
Kab. 4200 Dokumen Kab. 4200 Dokumen
P
Penagihan Pajak Daerah Pangandaran, - 915.520.100 | Penagihan Pajak Daerah angandaran, - 987.787.795
Cijulang, Jumlah laporan realisasi PBB-P2 12 Laporan Cijulang, Jumlah laporan realisasi PBB-P2 12 Laporan
Cijulang Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Cijulang .- .
. Jumlah laporan Monitoring Evaluasi
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak 93 Laporan N . 93 Laporan
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Daerah
Jumlah permohonan Pembatalan, Jumlah permohonan Pembatalan,
Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Keberatan, Pengurangan dan Mutasi
penyelesaian Keberatan Pajak Daerah kab. Obyek Pajak 345 | Dokumen 201.969.000 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Kab. ] o vek Pajak 345 | Dakumen 151.969.000
Pangandaran, Pangandaran,
Cijulang, = Cijulang, o—"
Cijulang Jumlah reklame yang ditertibkan 10 Reklame Cijulang Jumlah reklame yang ditertibkan 10 Reklame
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak E.EJ: Wajib Pajak Daerah yang 60 Wajib Pajak 359.400.000 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Jumlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa 60 Wajib Pajak 433.222.795
Daerah Diperiksa Daerah
Jumlah hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi Jumlah hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi PBB
PeB P2 0 Dokumen P2 0 Dokumen
Kab. Kab.
F i dan F P 1 Retribusi | Pangandaran, [jumlah Wajib Pajak peserta 432.300.000 | inaan dan F P Retribusi | Pangandaran, | Jumlah Wajib Pajak peserta Sosialisasi 0
Daerah Cijulang, Sosialisasi Optimalisasi Peningkatan 0 Wajib Pajak : Daerah Cijulang,  |Optimalisasi Peningkatan Pendapatan 0 Wajib Pajak
Cijulang Pend: Daerah Cijulang Daerah
Jumlah Desa yang lunas dalam Jumlah Desa yang lunas dalam
Pembayaran Pajak PBB-P2 dalam 0 Desa Pembayaran Pajak PBB-P2 dalam masa 0 Desa

masa pajak

pajak




Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Kabupaten 2022

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pangandaran

1 2 3
1 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pantai Barat Desa Pangandaran, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pangandaran
1.1 [Pembangunan Jalan Dusun Kamandilan RT 08 RW 02, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga
1.2 [Pengelolaan Leger Jalan Dusun Jangraga, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga
1.3 |Pembangunan Jalan Dusun Pamotan RT 004 RW 001, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Pamotan
1.4 |Pembangunan Jalan Dusun Pamotan RT 003 RW 002, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Pamotan
1.5 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Cibiru, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan ) ) . ) o
1.6 S Ciwayang, Dusun Cikoranji, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.7 [Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dusun Neglasari, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan ) o
1.8 ¥ Semua Dusun se Desa, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan
1.9 m S & Dusun Sindangjaya RT.023 RW.006, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.10 |Pengelolaan Leger Jalan Dusun Babakan, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya
) Dusun Sindangjaya RT. 026, 027 RW 006, Kab. Pangandaran, Mangunjaya,
1.11 |Rekonstruksi Jalan ) )
Sindangjaya
1.12 |Rehabilitasi Jalan Dusun Babakan, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya
1.13 |Pembangunan Jalan dusun cimapag rt 03 rw 01, Kab. Pangandaran, Cigugur, Harumandala
1.14 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Cintajaya RT 01 RW 01, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Cimanggu
Jalan Karangkatapang RT 002/RW 019 Dusun Budiasih, Kab. Pangandaran, Parigi,
1.15 [Pembangunan Jalan )
Cibenda
D Cikuya RT 05 RW 02 Desa Kertajaya K tan Ci Kab.
1.16 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan usun kuya ) .mmm ertajaya fecamatan Higugur, £
Pangandaran, Cigugur, Kertajaya
1.17 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa wonoharjo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo
1.18 |Pembangunan Jalan dusun kedungrejo s/d wonoharjo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo
jalan siliwangi dusun wonoharjo s/d kedungrejo, Kab. Pangandaran, Pangandaran,
1.19 [Pembangunan Jalan ) ) 8 jos/ grel & 8
Wonoharjo
1.20 |Rehabilitasi Jalan Dusun Karang Sari, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung
1.21 [Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa Pananjung, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung
1.22 |Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Desa Pananjung, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung
1.23 [Pembangunan Jalan Dusun Karang Pete, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Kalijati
Dusun Cibanten Desa Cibanten Kecamatan Cijulang Kabupaten Panganadaran,
1.24 |Pembangunan Jalan .
Kab. Pangandaran, Cijulang, Cibanten
125 |Pembangunan Jalan Dusun Gerewing RT 09 RW 03 Sambong s/d Batas Desa Ciulu, Kab. Pangandaran,

Padaherang, Pasirgeulis




Program/ Kegiatan

Lokasi

Dusun Pasirgeulis RT 03 RW 01 Depan Desa Pasirgeulis s/d Batas Desa Jangraga-

Besaran
Indikator Kinerja /

1.26 [Rehabilitasi Jal
ehabilitast atan Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Padaherang, Pasirgeulis
1.27 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Karangjaladri, Kab. Pangandaran, Parigi, Karangjaladri
1.28 [Pembangunan Jalan Dusun Poris dan Dusun Pasirlaja, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya
129 |Pembangunan Jembatan Dusun vmm_ﬂ_m_m dan Dusun Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya,
Mangunjaya
1.30 [Penataan Bangunan dan Lingkungan Dusun Pagerbumi, Kab. Pangandaran, Cigugur, Pagerbumi
1.31 |Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Dusun Pasirmacan RT 02 RW 02, Kab. Pangandaran, Cigugur, Pagerbumi
1.32 [Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Desa Bojong, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bojong
RT 001 RW 010 Dusun Cijalu Putaran Blok Martaita, Kab. Pangandaran, Parigi,
1.33 |Pembangunan Jalan .
Parigi
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis
1.34 v &8 P & RW 008 Blok Bagori Karangtengah, Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi
Daerah Kabupaten/Kota
1.35 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Desa Cisarua, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Cisarua
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan,
1.36 |Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Dusun Karoya RT 03, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bungur Raya
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.37 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa Sukamulya, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Sukamulya
Dusun Karangwangkal, Dusun Pasirmuncang, Kab. Pangandaran, Sidamulih,
1.38 [Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan ; ) gwang & &
Sidamulih
1.39 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa Banjarharja RT.08/03, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Banjarharja
1.40 [Pembangunan Jembatan Dusun Emplak RT 01 RW 01 Desa Emplak, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Emplak
1.41 |Penataan Bangunan dan Lingkungan Dusun Emplak Rt 03 Rw 01 Desa Emplak, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Emplak
Dsusun Cintasari Rt 02 Rw 07, Dusun Cintasari Rt 04 Rw 07, Kab. Pangandaran,
1.42 |Pembangunan Jembatan .
Parigi, Cintaratu
1.43 |Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya desa mekarwangi, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Mekarwangi
Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas penyelenggaraan lalu
144 1. 8 ) P peny g8 Dusun Sukarenah RT 08 RW 08, Kab. Pangandaran, Padaherang, Padaherang
lintas dan angkutan jalan
1.45 [Pemeliharaan Rutin Jalan Dusun Cihideung, Kab. Pangandaran, Padaherang, Ciganjeng
1.46 |Pembangunan Jalan Dusun Pasar, Kab. Pangandaran, Padaherang, Ciganjeng
1.47 |Rehabilitasi Jalan JI.Palatar Dusun Bojongmalang RT.02/07 Ume Karangbenda Kec.Parigi
Kab.Pangandaran, Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda
) Blok.Guha leles Dusun Pasirkiara Desa Karangbenda Kec.Pairgi, Kab. Pangandaran,
1.48 |Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan .
Parigi, Karangbenda
1.49 |Pembangunan Jembatan Dusun Bojong Rt 03 Rw 07 Blok Kedung Gabel, Kab. Pangandaran, Parigi, Bojong
1.50 |Pembangunan Jalan Dusun Nnengklok, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Pajaten
Dusun Karanghonje Desa Sindangwangi, Kab. Pangandaran, Padaherang,
1.51 |Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman | _. m ) 8 & & &
Sindangwangi
1.52 [Pembangunan Jalan Dusun Karanghonje - Sindangsari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi
1.53 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dusun Karanganyar Desa Kertaharja, Kab. Pangandaran, Cimerak, Kertaharja
1.54 |Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Kantor Desa Ciparanti, Kab. Pangandaran, Cimerak, Ciparanti
1.55 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Kantor Desa Ciparanti, Kab. Pangandaran, Cimerak, Ciparanti




Program/ Kegiatan

Lokasi

Besaran
Indikator Kinerja /

1.56 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa Sukaresik, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik
1.57 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Sindangsari RT 02 RW 04, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jayasari
1.58 |Rehabilitasi Jalan DUSUN EMPANGSARI RW 08, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang
1.59 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Ucwc: m__,_mm.ﬁ - Dusun Empangsari Desa Kalipucang, Kab. Pangandaran,
Kalipucang, Kalipucang
1.60 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Girisetra - Dusun Empangsari, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang
1.61 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Jalan Langkaplancar No. Dusun r_ch:czmmm_ RTO11RW 002 Desa Bangunjay,
Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya
162 |Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dusun _..~3cw:c3mmm_ RT 003 RW 001, Kab. Pangandaran, Langkaplancar,
Bangunjaya
) ) Dusun Ciparakan RT 003 RW 001 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang
1.63 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa ) .
Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Ciparakan
1.64 |Rehabilitasi Jalan Dusun Kedungwuluh RT 14, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran
1.65 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Purwosari RT 01/RW 03, Kab. Pangandaran, Cimerak, Mekarsari
1.66 |Rehabilitasi Jalan Dusun Citembong Desa Cikalong, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikalong
1.67 [Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dusun Patrol RT 6 RW 2, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya
1.68 [Pembangunan Jalan dusun bojongaren, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pagergunung
Dusun Pondokmangir Rt 05 Rw 02, Kab. Pangandaran, Pangandaran,
1.69 |Pembangunan Jembatan
Pagergunung
1.70 |Pembangunan Jalan Dusun Karangsari RT 04 RW 01, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Putrapinggan
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat ) ) )
1.71 Dasar Dusun Bojong, Kab. Pangandaran, Kalipucang, Putrapinggan
1.72 |Pembangunan Jalan Dusun Kedungkuda - Desa Cibogo, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju
1.73 |Pembangunan Jalan Dusun Sukaraja, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju
1.74 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Purwasari Rt 20 Rw 07, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan,
1.75 |Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Dusun sukamanah Rt/Rw 02/01, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.76 |Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Dusun Sukamanah Rt/Rw 02/01, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
177 |Pembangunan Jalan Jalan Inspeksi Kanan Qmwm_ - Dusun Sindangratu, Sindangkerta, Kab. Pangandaran,
Padaherang, Karangpawitan
1.78 |Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Desa Cimerak, Kab. Pangandaran, Cimerak, Cimerak
1.79 |Pembangunan Jembatan Dusun Pondoklombok, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo
1.80 |Rehabilitasi Jalan Dusun Pasirkored, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo
1.81 |Pembangunan Jalan Dusun Pasirkored, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo
1.82 |Pembangunan Jalan Dusun Nagrak RT.07/04, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, .
1.83 [Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan WCMM_MM__mﬂrxomm&m_.wwmmmwc__ﬂmﬁomﬂH Desa Langkaplancar, Kab. Pangandaran,
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota ’
1.84 |Pembangunan Jalan Dusun Sukasari RT 40 RW 10, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sukanagara
1.85 |Rehabilitasi Jalan Dusun Sukajadi, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sukanagara
1.86 [Rehabilitasi Jalan DUSUN TEGALEGA RT.020 / RW.007, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur
1.87 |Rekonstruksi Jalan Dusun Cipaku RT.031 RW.012, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur




Program/ Kegiatan

Lokasi

Rehabilitasi Saluran Gorong-gorong Jalan Raya Dusun Babakanjaya RT. 18 RW. 07,

Besaran
Indikator Kinerja /

1.88 |Peningkatan B Pel kap Jal
eningkatan bangunan Felengkap Jaian Kab. Pangandaran, Padaherang, Kedungwuluh
) o . ) Perbaikan Jaringan Air Bersih Dusun Cibuntu, Kab. Pangandaran, Padaherang,
1.89 |Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman
Kedungwuluh
1.90 |Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya desa maruyungsari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Maruyungsari
Dusun Cikawung RW 12/13/14, Dusun Pepedan RW 15/16, Dusun Cikadu RW 17,
1.91 [Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Dusun Giriharja RW 10/11, Dusun Karangmukti RW 7/8/9, Kab. Pangandaran,
Parigi, Selasari
1.92 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa RT 015 RW 005 Dusun Babakan, Kab. Pangandaran, Cimerak, Masawah
1.93 |Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan
o i ) dusun bojongkarekes dusun kamurang dusun kalapatiga dusun karanggedang
1.94 |Penataan Administrasi Pemerintahan : .
dusun bojongsari, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan
1.95 | Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Dusun Karangmulya dusun pangolahan, Kab. Pangandaran, Padaherang,
Karangmulya
1.96 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa dusun karangmulya rt 05 rw 03, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangmulya
kantor desa karangmulya dusun karangmulya rt 05 rw03, Kab. Pangandaran,
1.97 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Padaherang, Karangmulya
1.93 | Rekonstruksi Jalan dusun karangmulya-dusun pangolahan, Kab. Pangandaran, Padaherang,
Karangmulya
1.99 |Rehabilitasi Jalan Blok Pangangonan Ucwc: Bengkekan Desa Sukahurip, Kab. Pangandaran,
Pangandaran, Sukahurip
1.100| Pembangunan Jalan Dusun Sidahurip menuju Dusun Ciawi Desa Cintakarya Kecamatan Parigi
) 8 Kabupaten Pangandaran, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya
1.101|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Ciawi, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya
1.102 [Pembangunan Jembatan Dusun Sidahurip, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan,
1.103|Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Wmc%cﬁm_A_mmﬁwwmmﬂvwmm:cﬂﬂﬂmﬁwmmmé 02 Desa Bangunkarya, Kab. Pangandaran,
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota gkap ! & ¥
2 |Pembangunan Jalan jalan lingkung Desa Bunisari, Kab. Pangandaran, Cigugur, Bunisari
2.1 |Pembangunan Jalan DUSUN KARANGANYAR, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Kalijati
2.2 |Pembangunan Jalan POROS CITIKUR DESA KERSARATU, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Kalijati
2.3 |Pembangunan Jalan RW 03 Dusun karangwangkal, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih
2.4 |Pembangunan Jalan DUSUN KARANGWANGKAL, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih
2.5 |Pembangunan Jalan RW 03 DUSUN KARANGWANGKAL, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih
LINGKUNGAN KALENANAS DUSUN KR. HONJE, Kab. Pangandaran, Sidamulih,
2.6 [Pembangunan Jalan ) )
Sidamulih
2.7 |Pembangunan Jalan DUSUN CIBEUREUM, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih
2.8 |Pembangunan Jalan KALIBELO DUSUN CIBEUREUM, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih
KALBELO DUSUN CIMANGGU DESA CIKALONG KEC. SIDAMULIH, Kab.
2.9 |Pembangunan Jalan ) L
Pangandaran, Sidamulih, Cikalong
KALIBELO DUSUN CIMANGGU DESA CIKALONG KEC. SIDAMULIH, Kab.
2.10 [Pembangunan Jalan

Pangandaran, Sidamulih, Cikalong




Program/ Kegiatan

Lokasi

JALUR TARIK KOLOT CIKANGKUNG DUSUN TARIKOLOT, Kab. Pangandaran,
2.11 |Pembangunan Jalan ) . .
Sidamulih, Pajaten
2.12 |Pembangunan Jalan DUSUN DRAWOLONG, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Pajaten
2.13 |Pembangunan Jalan SODONG DUSUN KARANG ANYAR, Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan
Rt 01 Rw 12 Dusun Pasir Muncang Desa Sidamulih, Kab. Pangandaran, Sidamulih,
2.14 [Pembangunan Jalan ) )
Sidamulih
515 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di|Dusun Ciwangkal Rt 04/Rw 01 Desa Cimindi kec.cigugur, Kab. Pangandaran,
Daerah Kab/Kota Cigugur, Cimindi
2.16 |Rekonstruksi Jalan Dusun Nagrak RT.08 RW.04, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari
2.17 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Desa Karangsari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari
2.18 [Rekonstruksi Jalan Sukamanah RT.21, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari
2.19 |Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Sukamanah, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari
2.20 [Peningkatan Pengelolaan Sumber-sumber Air Sapuangin, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari
2.21 |Pembangunan Jalan Dusun Cogekan, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Kertajaya
2.22 |Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Desa Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan
293 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Desa Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota ! ! !
2.24 |Rekonstruksi Jalan Dusun Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan
2.25 WMMM_MMM_mum__mﬂ_MMMM_ﬂmmmmmwmﬁmm_\mx_%w:mm: Penyediaan Sarana dan Bojongkondang, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bojongkondang
2.26 |Rekonstruksi Jalan pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar
2.27 mﬂﬂ_m_\wmwmmhmﬁzm.mmﬁﬁwﬂﬂwW”qmmmS:m Serta Kualitas Penyelenggaraan Lalu langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar
2.28 |Rekonstruksi Jalan Lankaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar
2.29 [Pemeliharaan Rutin Jalan Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar
2.30 [Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar
2.31 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Karangkamiri, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Karangkamiri
2.32 |Rehabilitasi Jalan Pangkalan, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Pangkalan
533 |Rekonstruksi Jalan Langkaplancar, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar, Seluruh
Kelurahan/Desa
2.34 |Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan Dusun Karanggedang RT 04 RW 06, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan
2.35 |Rekonstruksi Jalan Ds.mangunjaya kec.mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya
2.36 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa dsn.hegarmanah Ds.sindangjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya
2.37 |Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD ds sindangjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya
2.38 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Cintajaya, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Cimanggu
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan ) .
2.39 Dusun Cisagu RT 01 RW 03, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadimulya
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2.40 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa vc_mwmmcm:m RT 06 RW 04 Dusun Bulakgebang, Kab. Pangandaran, Cimerak,
Sukajaya
2.41 [Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa dsn.bulakebang rt.006 rw.004, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya
2.42 |Pembangunan Jalan dsn.babakanjaya rt.002 rw.005, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya
2.43 |Rekonstruksi Jalan sukajaya, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya
2.44 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa dsn.patrol rt 03 rw 01, Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya

Indikator Kinerja




Besaran/

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

2.45 [Pembangunan Jalan DESA KARANG PAWITAN, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Daerah Kab/Kota

2.46 dusun bunisinga desa sukamaju, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju

batas desa karangpawitan dan sukamaju, Kab. Pangandaran, Padaherang,
Karangpawitan
Cogreg dusun bunisinga desa sukamaju, Kab. Pangandaran, Mangunjaya,

2.47 |Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

2.48 |Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

Sukamaju

2.49 [Pembangunan Jalan desa mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya
2.50 [Pembangunan Jalan Desa Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya
2.51 [Rekonstruksi Jalan Dusun Cukanggaleuh Rt 01 Rw 06, Kab. Pangandaran, Parigi, Parakanmanggu
2.52 [Rekonstruksi Jalan Dusun Dukuh Dua Rt 01 Rw 08, Kab. Pangandaran, Parigi, Parakanmanggu
2.53 |Rekonstruksi Jalan Dusun Dukuh Satu Rt 02 Rw 11, Kab. Pangandaran, Parigi, Parakanmanggu
2.54 |Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dusun Budiasih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.55 |Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dusun Budiasih Rw 20, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.56 [Pembangunan Jalan Dusun Budiasih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.57 |Pemeliharaan Rutin Jalan Dusun Budiasih Rw 017, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.58 |Pemeliharaan Rutin Jalan Dusun Budiasih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.59 |Pemeliharaan Rutin Jalan Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.60 |Pemeliharaan Rutin Jalan Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan,
2.61 [Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda

Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
2.62 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.63 |Pemeliharaan Rutin Jalan Dusun Patrol, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di

2.64 Daerah Kab/Kota Dusun Patrol Rt 01 Rw 02, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.65 |Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dusun Sinargalih, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.66 |Pemeliharaan Rutin Jalan Dusun Sucen, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.67 |Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dusun Sucen, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
2.68 [Pembangunan Jalan Dusun Sucen, Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan,
2.69 |Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Dusun Cibenda, Kab. Pangandaran, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
2.70 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa desa wonoharjo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo
2.71 |Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota RT 05 RW 01 DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
2.72 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
2.73 [Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Daya Saing Bidang Keolahragaan DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
2.74 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
2.75 |Rehabilitasi Jalan RT 05 RW 03 DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
2.76 |Rehabilitasi Jalan RT 04 RW 03 DESA PURBAHAYU, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
2.77 |Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Desa Karang Benda, Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda
2.78 |Rekonstruksi Jalan Desa Karangsari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari

2.79 |Pengelolaan Leger Jalan Panyutran, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran




Program/ Kegiatan

Lokasi

Besaran
Indikator Kinerja /

2.80 [Rekonstruksi Jalan Desa Panyutran, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran
2.81 [Penataan Bangunan dan Lingkungan Panyutran, Kab. Pangandaran, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
2.82 |Rekonstruksi Jalan Desa Panyutran, Kab. Pangandaran, Panyutran
2.83 |Rekonstruksi Jalan Desa Pasir Geulis, Kab. Pangandaran, Padaherang, Pasirgeulis
2.84 [Rekonstruksi Jalan Desa Sindangwangi, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi
2.85 |Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan Dusun Patinggen Il, Kab. Pangandaran, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
2.86 [Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan Dusun Patinggen |, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan
2.87 |Pembangunan Jalan Dusun Sindangkerta, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan
2.88 |Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dusun Bojongsari, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan
) ) Dusun Nagrak Rt 02 Rw 01, Kab. Pangandaran, Padaherang, Padaherang, Seluruh
2.89 |Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kelurahan/Desa
5 90 | Rehabilitasi Jalan m_ol_A pasir mzm_zw area .m_un_m_:ﬁ putrapinggan PT PN VIII, Kab. Pangandaran,
Kalipucang, Banjarharja
2.91 |Rehabilitasi Jalan Dusun Karangsari Rt. 02 Rw.02, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung
2.92 [Rehabilitasi Jalan Dusun Cikulu Rt.03 Rw.01, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sukahurip
593 |Rehabilitasi Jalan Dusun Karang anyar Rt.05 Rw.03 dan dusun sukajadi Rt.04 Rw.02, Kab.
Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
o jalan Cibarengkok Rt.04 Rw. 01 Dusun Cintamaju, Kab. Pangandaran, Kalipucang,
2.94 |Rehabilitasi Jalan
Tungg
5 95 | Rekonstruksi Jalan _m_mz __3m_€3mm34 _Amaqm_m: Rt.03 Rw.01 Dusun Bulakbanjar, Kab. Pangandaran,
Kalipucang, Banjarharja
5 96 |Rekonstruksi Jalan Jalan Lingkungan Rt.03 Rw.03 Dusun Karanganyar, Kab. Pangandaran,
Pangandaran, Purbahayu
) Jalan Lingkungan Rt. 02 Rw. 06 Kandangmenjangan Dusun Bojongjati, Kab.
2.97 |Rekonstruksi Jalan )
Pangandaran, Pangandaran, Pananjung
5 98 | Rekonstruksi Jalan RT/Rw 07/02 Dusun _Am.Bmzo___mz.ommm .Jangraga Kec.Mangunjaya, Kab.
Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga
5 99 |Rekonstruksi Jalan JIn. _._:m_A.czmmz Rt/Rw : 041/011 Dusun _u,mzmmmm:mz Desa Jangraga Kec.
Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga
5 100| Rekonstruksi Jalan JIn lingkungan Rt/Rw H.N\ow Dsn.Kamandilan Desa.Jangraga Kec.mangunjaya, Kab.
Pangandaran, Mangunjaya, Jangraga
) JIn.Lingkungan RT/RW 030/04 Dusun.Gimbal Desa.Mangunjaya Kec.Mangunjaya,
2.101|Rekonstruksi Jalan ) )
Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya
5 102 | Rekonstruksi Jalan JIn.Lingkungn RT/RW owm\om Um:.m_B_om_‘Umwm.Zmzmcam<m Kec.Mangunjaya,
Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya
5 103| Rehabilitasi Jalan Dusun Babakan xﬁoom..oom _w<<.oo.m Desa Sindangjaya Kec.Mangunjaya, Kab.
Pangandaran, Mangunjaya, Sindangjaya
5 104 | Rekonstruksi Jalan JIn Mesjid 3m:.c3mo_ RT/RW 05/09 Dusun mcwmﬂm__m Desa mc._AmBmE
Kec.Mangunjaya, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju
2.105|Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Dusun Cibuntu Rt 16 Rw 06, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bojongkondang
2.106|Pembangunan Jalan Dusun Cihideung, RW 007, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kab.

Pangandaran, Padaherang, Ciganjeng




Program/ Kegiatan

Lokasi

Dusun Pasar, RW 001, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kab.

2.107|Pembangunan Jalan Pangandaran, Padaherang, Ciganjeng
2.108|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa desa parigi, Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi
2.109|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa desa paledah, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah
5110 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan RT 13 RW 05, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2.111 Dusun Purwasari RT 18 RW 06, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah
2.112[Rehabilitasi Jalan Dusun Purwasari RW 21 RT 07, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah
2.113|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Cibadak, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah
2.114|Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jalan Pasar Bogor - Mekarjaya, Kab. Pangandaran, Padaherang, Paledah
) ) Jalan Bendung Manganti No 291 Maruyungsari, Kab. Pangandaran, Padaherang,
2.115|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
Padaherang, Seluruh Kelurahan/Desa
Dusun Mekarsari Jalan Pasar Desa Maruyungsari, Kab. Pangandaran, Padaherang,
2.116|Pembangunan Jalan )
Maruyungsari
2.117|Pembangunan Jalan Dusun Anggaraksan, Kab. Pangandaran, Padaherang, Maruyungsari
2.118|Pembangunan Jalan Dusun Sukasari Blok 40, Kab. Pangandaran, Padaherang, Sukanagara
2.119|Rekonstruksi Jalan Dusun Nagrak Rt. 007 Tambaksari, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari
2.120|Pembangunan Jalan Dusun Sindangsari, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju
2.121|Pembangunan Jalan Dusun Sindangsari, Kab. Pangandaran, Sukamaju
2.122|Pembangunan Jalan Dusun Sindangsari, Kab. Pangandaran, Sukamaju
2.123|Pembangunan Jalan Dusun Sindangsari, Kab. Pangandaran, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
2.124|Pembangunan Jalan Dusun Bunisinga, Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju
2.125|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa dusun maruyungsari rt 13/06, Kab. Pangandaran, Padaherang, Maruyungsari
2.126|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Dusun Nagrak Rt.07 Rw.04, Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangsari
2.127|Pembangunan Jalan RT 26 RW 06 Dusun Cimandeg, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran
2.128|Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan RT 20 RW 05 Dusun Balater, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran
2.129|Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan RT 06 RW 02 Dusun Panyutran, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran
2.130|Pembangunan Jalan RT 17 RW 02 Dusun Kedungwuluh, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran
2.131|Pembangunan Jalan RT 08 RW 02 Dusun Panyutran, Kab. Pangandaran, Padaherang, Panyutran
2.132|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Desa Ciakar, Kab. Pangandaran, Cijulang, Ciakar
2.133|Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Desa Sidomulyo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo
5134 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Desa Sidomulyo, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Sidomulyo
Daerah Kab/Kota
2.135|Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Desa Purbahayu, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan
2.136 Desa Purbahayu, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
) . ) Pengadaan Ambulan Desa 1 unit Desa Purbahayu Rp 350.000.000, Kab.
2.137|Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu
2.138|Pembangunan Jalan Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang
2.139|Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan Dusun Barengkok DEsa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang
5 140\ Rehabilitasi Jalan Bojongkarekes rt/rw 04/13 Ds Babakan, Kab. Pangandaran, Pangandaran,
Babakan
2.141|Pembangunan Jalan dsn.cipancur rt.002 rw.004, Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar

Indikator Kinerja




2.142

Program/ Kegiatan

Pembangunan Jalan

Lokasi

dsn.cibiru rt.04 rw.02, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.143

Pembangunan Jalan

dsn.mekarsari rt.01 rw.03, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.144

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

ds.bunisari, Kab. Pangandaran, Cigugur, Bunisari

2.145

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

nagrak,cigintung,cikoranji,mekarsari,mekarjaya,cirawa, Kab. Pangandaran,
Cigugur, Cimindi

2.146

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

cimindi, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.147

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

dsn.Cikubang, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya

2.148

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

dsn.ciawi, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya

2.149

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

cintakarya, Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya

2.150

Rekonstruksi Jalan

cikoranji, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.151

Rekonstruksi Jalan

nagrak, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.152

Rekonstruksi Jalan

cigintung, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.153

Rekonstruksi Jalan

cirawa, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.154

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

ciwangkal, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.155

Rekonstruksi Jalan

cibiru, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

2.156

Rekonstruksi Jalan

RT 24 RW 06 DUSUN KALENSARI DESA KONDANGJAJAR KEC. CIJULANG, Kab.
Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar

2.157

Rekonstruksi Jalan

DUSUN BANTARKAWUNG RT 02 RW 08 DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kertayasa

2.158

Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

DUSUN BANTARKAWUNG RT 03 RW 07 DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG
KAB. PANGANDARAN., Kab. Pangandaran, Cijulang, Kertayasa

2.159

Pembangunan Jalan

JALAN PESANTREN ALHIDAYAH RT 02 RW08 DESA KERTAYASA KEC. CIJULANG
KAB. PANGANDARAN., Kab. Pangandaran, Cijulang, Kertayasa

2.160

Rekonstruksi Jalan

DUSUN BINANGUN KEC. CIJULANG, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar

2.161

Rekonstruksi Jalan

DUSUN BINANGUN, KALENSERI, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar

2.162

Rekonstruksi Jalan

dusun cikaler, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar

2.163

Rekonstruksi Jalan

DUSUN GARUNGGANG, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar

2.164

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

DUSUN KALENSERI, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar

2.165

Rekonstruksi Jalan

RT 05 RW 14 DUSUN NUSAGEDE, Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar

2.166

Rekonstruksi Jalan

rt 04 rw 10 Dusun Nusagede Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang

2.167

Rekonstruksi Jalan

DUSUN NUSAGEDE RT 02 RW 14, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang

2.168

Rekonstruksi Jalan

DUSUN NUSA GEDE RT 04 RW 10, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang

2.169

Rekonstruksi Jalan

DUSUN NUSA GEDE RT 01 RW 10 BLOK BOJONG DESA CIJULANG, Kab.
Pangandaran, Cijulang, Cijulang

2.170

Rehabilitasi Jalan

Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang

2.171

Pembangunan Jalan

Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang

2.172

Rekonstruksi Jalan

Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang

2.173

Rekonstruksi Jalan

Desa Cijulang, Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang

2.174

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Desa Cimindi, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi

Indikator Kinerja




Besaran/

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di

2.1
7> Daerah Kab/Kota

Dsn Cikoranji Desa Cimindi Kec Cigugur, Kab. Pangandaran, Cigugur, Cimindi




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

. . . . . 5 Target Akhir | Realisasi Capaian | Prakiraan Capaian Target Kelompo 2023 Perangkat Daerah
Kode Urusan/ Bidang Urusan, / / Sub / / Sub
/ = / Program/ S Periode RPJMD | RKPD Tahun 2020 RKPD Tahun 2021 Prioritas k Sasaran Penanggung Jawab
Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi |Sumber Dana = Target Pagu Indikatif
Nasional | Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEUANGAN 260.420.293.972 281.097.679.317
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
15.865.748.431 15.636.646.438|
KABUPATEN/KOTA
201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 163.400.000 175.900.000
Perangkat Daerah
Kab.
2 BADAN
Jumlah dokumen perencanaan perangkat Panganda PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.01 [ 1P Dok Py P kat D h 4 Dok . . 4 Dok 103. .
0. enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeral daerah yang tersusun okumen 96.000.000 M.:c._m: ASLI DAERAH okumen 03.500.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan ”M”. anda BADAN
2016 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan :A:zmm,_w Realisasi xﬂ:mim 4 Dokumen 67.400.000( ran, ) PENDAPATAN 4 Dokumen 72.400.000 PENGELOLAAN
. Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD P ! ! AR ran. ASLI DAERAH A KEUANGAN
SKPD yang dilaksanakan Cijulang,
" DAERAH
Cijulang
1| 2.02 ini i P kat Daerah 12.231.886.805 11.666.218.650
Kab.
vw:mm:gm Dana Transfer, BADAN
2.02 | 1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah .>mz <m._,.,m Bm:nmvmﬂ fasilitasi 60 Orang 12.135.886.805|ran, CB:B. -Dana 60 Orang 11.562.718.650 PENGELOLAAN
penyediaan gaji dan tunjangan Ciiulan, Alokasi KEUANGAN
IUEE ) mum DAERAH
Cijulang
Kab.
vM”mm:um BADAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Jumlah penatausahaan dan PENDAPATAN PENGELOLAAN
202 | 31y o iangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 66.000.000 Mﬂ_mg ASLI DAERAH 5 Dokumen 70.500.000f e AnGAN
jutang, DAERAH
lang
Kab.
vw:mm:am BADAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun [Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.02 1L 10. . 1L 11. .
0215 |skpp Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan aporan 0.000.000} ran, ASLI DAERAH aporan 000000 ey AnGaNn
Cijulang,
. DAERAH
Cijulang
Jumlah laporan keuangan ”M”.m_&m BADAN
202 (7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan m:_m_?.u_:\amU s\:_msm:\mmmq:mmﬁm_‘mz SKPD yan; 3 Laporan 10.000.000( ran ¢ PENDAPATAN 3 Laporan 11.000.000 PENGELOLAAN
. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD vang P R L ASLI DAERAH P T KEUANGAN
tersusun Cijulang,
DAERAH
Cijulang
Kab.
Panganda BADAN
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah laporan dan analaisis prognosis PENDAPATAN PENGELOLAAN
202 1 8| pnggaran Realisasi Anggaran yang 1Laporan 10.000.000 M.H_m: ASLI DAERAH 1 Laporan 11.000.000 ey anGaN
jutane, DAERAH
Cijulang
1] 2.03 ini: i Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 62.000.000 66.100.000
Kab.
vM”mm:am BADAN
Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang N PENDAPATAN . PENGELOLAAN
2.03 | 6 |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dikelola 3 Jenis 62.000.000 H.:L_m: ASLI DAERAH 3 Jenis 66.100.000 KEUANGAN
jutang, DAERAH
Cijulang
ini i Daerah
1| 2.04 84.800.000 86.800.000
Daerah
Kab. BADAN
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Panganda | e\ papATAN PENGELOLAAN
2.04 | 7 [Pel P lol Ret i D h 11 L 84.800.000 ) 11 L 86.800.000
elaporan Pengelolaan Retribusi Daeral Daerah aporan M.ﬂ;m: ASLI DAERAH aporan KEUANGAN
Juanes DAERAH
Cijulang
1| 2.05 Admini: i Kep ian P kat Daerah 149.800.000 161.300.000
Kab. BADAN
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Panganda PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.05 | 2 |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya . 165 Stel 50.000.000]ran, 165 Stel 55.000.000
Kelengkapannya yang diadakan Giiulan ASLI DAERAH KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
”“”.mmzam BADAN
L . . . Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.05 | 4 [Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian informasi kepegawaian yang dilaksanakan 5 Laporan 99.800.000 _‘m,._,: ASLI DAERAH 5 Laporan 106.300.000 KEUANGAN
Cijulang,
" DAERAH
Cijulang
1| 2.06 Admini: i Umum P kat Daerah 726.000.000 798.600.000




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

. . . . . 5 Target Akhir | Realisasi Capaian | Prakiraan Capaian Target Kelompo 2023 Perangkat Daerah
Kode Urusan/ Bidang Urusan, / / Sub / / Sub
/ = / Program/ S Periode RPJMD | RKPD Tahun 2020 RKPD Tahun 2021 Prioritas k Sasaran Penanggung Jawab
Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi |Sumber Dana = Target Pagu Indikatif
Nasional | Daerah
Kab.
Jumlah Komponen Instalasi vM”mm:um BADAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan . N PENDAPATAN . PENGELOLAAN
206 |1 Bangunan Kantor trik/Penerangan Bangunan Kantor yang 6 Jenis 9.000.000 H.::;m: ASLI DAERAH 6 Jenis 9.900.000 KEUANGAN
jutang, DAERAH
Cijulang
Kab.
2 BADAN
Panganda | o N DAPATAN PENGELOLAAN
2. 2 (P i Peral Perl k: K 1 i . . 1 i . .
06 enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 00 Jenis 300.000.000 M.:c._m: ASLI DAERAH 00 Jenis 330.000.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
Kab. BADAN
Panganda
2.06 | 5 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Jenis 50.000.000] ran, PENDAPATAN 5 Jenis 55.000.000 PENGELOLAAN
: v 8 88 yang disediakan T ! ASLI DAERAH o KEUANGAN
DAERAH
Panganda BADAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan . PENDAPATAN . PENGELOLAAN
2. . . . .
06 |6 undangan Perundang-undangan yang disediakan 5 Jenis 7.000.000 E..? ASLI DAERAH 5 Jenis 7.700.000 KEUANGAN
Cijulang,
" DAERAH
Cijulang
”“”.mmsam BADAN
. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi 120 Lapora PENDAPATAN 120 Lapora PENGELOLAAN
2.06 | 9 [Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 360.000.000(ran 396.000.000
velenes P inasi ultast SKPD yang diselenggarakan n o |Asti DAERAH n KEUANGAN
juiane: DAERAH
2.07 1m=nm¢mm: Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 565.189.642 621.708.606
Pemerintah Daerah
Kab.
vw:mmzam BADAN
2.07 | 4 |Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor E_j_m:. Bm.n Angkutan Darat Tak Bermotor 50 Unit -|ran, PENDAPATAN 50 Unit - PENGELOLAAN
yang disediakan Giiulan ASLI DAERAH KEUANGAN
1 ane, DAERAH
Cijulang
”M”.mm:am BADAN
N PENDAPATAN . PENGELOLAAN
2.07 | 5 |Pengadaan Mebel Jumlah mebel yang 15 Jenis 100.000.000 H._,_L_m: ASLI DAERAH 15 Jenis 110.000.000 KEUANGAN
jutang, DAERAH
Cijulang
Kab.
2 BADAN
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Panganda PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.07 P Peral Mesin Lail 2 i 125. . 137. .
07 | 6 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diadakan 5 Unit 5.000.000 M.:c._m: ASLI DAERAH 37.500.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
Kab. BADAN
Panganda
2.07 | 9 [Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumiah Gedung Kantor atau Bangunan 340.189.642|ran PENDAPATAN 3 Unit 374.208.606 PENGELOLAAN
. 8 8 8 v Lainnya yang diadakan T Gii ‘_mz ASLI DAERAH . KEUANGAN
jufang, DAERAH
Cijulang
2.08 Penyediaan Jasa P jang Urusan Pemerintahan Daerah 1.083.200.000| 1.180.600.000|
Kab.
2 BADAN
Panganda | e\ DAPATAN PENGELOLAAN
2.08 | 1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan 1100 Buah 4.000.000(ran, 1100 Buah 4.400.000!
" ASLI DAERAH KEUANGAN
Cijulang,
DAERAH
Cijulang
”M”.mm:am BADAN
N L R Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air . PENDAPATAN . PENGELOLAAN
2.08 | 2 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan dan Listrik disediakan 4 Rekening 550.000.000 H._,_L_m: ASLI DAERAH 4 Rekening 605.000.000 KEUANGAN
Jutang, DAERAH
Cijulang
Kab.
2 BADAN
Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Panganda PENDAPATAN PENGELOLAAN
2. 4 |Pe i Pel K 12 29.200.! 12 71.200.!
08 enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan Orang 529.200.000 Mm._w_m: ASLI DAERAH Orang 5 00.000] KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
P B: Milik D h Py j
2.00 iz i aerah Penunjang Urusan 799.4711984 £79.419.182
Pemerintahan Daerah




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

. . . . . 5 Target Akhir | Realisasi Capaian | Prakiraan Capaian Target Kelompo 2023 Perangkat Daerah
Kode Urusan/ Bidang Urusan, / / Sub / / Sub
/ = / Program/ S Periode RPJMD | RKPD Tahun 2020 RKPD Tahun 2021 Prioritas k Sasaran Penanggung Jawab
Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi |Sumber Dana = Target Pagu Indikatif
Nasional | Daerah
Kab.
Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya vM”mm:um BADAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan . PENDAPATAN PENGELOLAAN
2091 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 65 Unit 317.471.984 H.:L_mJ ASLI DAERAH 349.219.182 KEUANGAN
Jabatan yang disediakan i 8 DAERAH
Cijulang
Kab.
ab BADAN
Panganda | o N DAPATAN PENGELOLAAN
2. P ih M | lah | ikelol; 1! i 22. . 1 i 24.200.!
09 [ 5 |Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dikelola 5 Jenis 000.000 Mm_:_ ASLI DAERAH 5 Jenis 00.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
Kab. BADAN
. . Panganda
2.09 | 6 [Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 7 Jenis 260.000.000(ran PENDAPATAN 7 Jenis 286.000.000 PENGELOLAAN
. v dikelola : : ! ASLI DAERAH : ! KEUANGAN
DAERAH
Panganda BADAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan PENDAPATAN ) PENGELOLAAN
2. 200. . 220. .
0919 Linnya Lainnya yang direhabilitasi 7 Unit 00.000.000 M.?_ ASLI DAERAH 7 Unit 0.000.000 e\ AnGan
Juane, DAERAH
Cijulang
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 237.263.077.537 258.127.925.269
2.01 Koordinasi dan Anggaran Daerah 3.145.318.358 3.324.853.805
Kab.
" BADAN
Panganda | o N DAPATAN PENGELOLAAN
2.01 [ 1 |Ki inasi P KUA PPA! lah Dok KUA,PPA 2 Dok 250. . 2 Dok 252. .
0. oordinasi dan Penyusunan KUA dan S Jumlah Dokumen KUA, S okumen 50.000.000 N.:L_m: ASLI DAERAH okumen 52.000.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
BADAN
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Panganda PENDAPATAN PENGELOLAAN
201 (2 Jumlah Dok KUPA, PPASP 2 Dok 250.000.000 2 Dok 252.000.000
PPAS umiah Bokumen KOPA oxumen o |Asti Dagran oxumen KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
Kab.
ab BADAN
Panganda | o N DAPATAN PENGELOLAAN
2.01 | 3 |Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 200.000.000 MNF_ ASLI DAERAH 36 SKPD 201.600.000 KEUANGAN
jutang, DAERAH
Cijulang
Kab.
2 BADAN
Panganda e\ pAPATAN PENGELOLAAN
2.01 | 4 |Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD |Jumlah RKA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 200.000.000( ran, 36 SKPD 201.600.000
" ASLI DAERAH KEUANGAN
Cijulang,
DAERAH
Cijulang
Kab. BADAN
Panganda | o N DAPATAN PENGELOLAAN
2.01 | 5 [Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA SKPD yang di asistensi 36 SKPD 200.000.000 H.::;m: ASLI DAERAH 36 SKPD 201.600.000 KEUANGAN
jutang, DAERAH
Cijulang
Kab.
2 BADAN
Panganda | o N DAPATAN PENGELOLAAN
2.01 K inasi, P Vi i P han DPA-SKPD lah DPPA SKPD i asi: i KPD 250. . KPD 252. .
01 | 6 |Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan S| Jumlal S| yang di asistensi 36 S| 50.000.000 M.:c._m: ASLI DAERAH 36S 52.000.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
”M”.mm:am BADAN
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD [Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran PENDAPATAN PENGELOLAAN
201 (7 2 Dokumen 502.559.179 [ran, 2 Dokumen 528.253.805
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Ciiulan, ASLI DAERAH KEUANGAN
Juane, DAERAH
Cijulang
Jumlah R da dan Perda Tent APBD
:3m. aperda dan Perda Tentang 2 Dokumen 2 Dokumen
yang disusun
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang ”“”.mmsam BADAN
2.01 | 8 |Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Jumiah Raperbup dan Perbup Perubahan 12 dokume 502.559.179 |ran, PENDAPATAN 12 dokume 630.000.000 | FENGELOLAAN
. Penjabaran APBD yang disusun n . ASLI DAERAH n KEUANGAN
Penjabaran Perubahan APBD Cijulang,
DAERAH
Cijulang
Jumlah Raperbup dan PerbupPerubahan
Penjabaran APBD yang disusun 6 Dokumen 6 Dokumen
Jumlah Raperda dan Perda Tentang 2 Dokumen 2 Dokumen
Perubahan APBD yang




. . Prakiraan Maju Rencana Tahun
. . . N . Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kode Urusan/ Bidang Urusan/ P / Sub Kegi " Py / Sub Kegi Target Akhir | Realisasi Capaian | Prakiraan Capaian Target Kelompo 2023 Perangkat Daerah
S S Periode RPJMD | RKPD Tahun 2020 RKPD Tahun 2021 Prioritas k Sasaran Penanggung Jawab
Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi |Sumber Dana = Target Pagu Indikatif
Nasional | Daerah
Kab.
Jumlah Regulasi yang disusun (SE Pedoman vM”mm:um BADAN
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang |Teknis Penyusunan RKA-SKPD, Perbup Hibah PENDAPATAN PENGELOLAAN
20119 Anggaran Bansos, Perbup BTT, Perbup Penganggaran 36.SKPD 150.000.000 H.:L_mJ ASLI DAERAH 36.SKPD 151.200.000 KEUANGAN
melewati Tahun Anggaran) i 8 DAERAH
Cijulang
Kab.
2 BADAN
Panganda | o N DAPATAN PENGELOLAAN
2.01 [10]K inasi P Al P jumlah ki inasi ilak: k: 1 Dok 204. . 1 Dok 211.200.!
) 0| Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan jumlah koordinasi yang dilaksanakan okumen 04.800.000 M.:c._m: ASLI DAERAH okumen 00.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
”M”.m_&m BADAN
2.01 |11Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah jumlah koordinasi yang dilaksanakan 93 Desa 235.400.000(ran ) PENDAPATAN 93 Desa 241.800.000 PENGELOLAAN
. 88 g / vang A ' ASLI DAERAH S KEUANGAN
DAERAH
BADAN
Panganda | o N pAPATAN PENGELOLAAN
2.01 (12 inasi i ji inasi i D 100. . D 100. .
0. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan jumlah koordinasi yang dilaksanakan 36 SKP! 00.000.000| M.:L_m: ASLI DAERAH 36 SKPI 00.800.000 KEUANGAN
Juane, DAERAH
Cijulang
Jumlah aparatur yang mendapatkan ”“”.mmsam BADAN
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemel . PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.01 |13 embinaan Penganggaran Daerah 72 Oran 100.000.000| ran, 72 Oran, 100.800.000
Kabupaten/Kota pemoin EanEE € " ASLI DAERAH € KEUANGAN
Pemerintah Kabupaten Cijulang,
" DAERAH
Cijulang
2| 2.02 lol Perbendak Daerah 993.200.000 1.004.440.000
Kab.
2 BADAN
12 Dokume Panganda | o N DAPATAN 12 Dokume PENGELOLAAN
2.02 [ 1|Ki inasi P lol Kas D: h lah Dok Di . . X .
0. oordinasi dan Pengelolaan Kas Daeral Jumlah Dokumen yang Disusun n 500.000.000 M.:c._m: ASLI DAERAH n 505.000.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Jumlah Laporan Kas Umum Daerah Yang 12 Dokume 12 Dokume
Disusun n n
Kab. BADAN
Jumlah SKPD yang Dikelola jumlah waktu Panganda PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.02 P h: P i D: 3 j KPD 232. . KPD 235. .
02 | 4 |Penatausahaan Pembiayaan Daerah ﬂmhmm“w_:mm: penatausahaan belanja 356 32.800.000 Mm.?_ ASLI DAERAH 358 35.368.000 KEUANGAN
gsung jutane, DAERAH
Cijulang
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta ”“”.mmsam BADAN
|
END, ENGEL(
2.02 | 9 |Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Jumlah SP2D yang Diterbitkan 4700 SP2D 260.400.000( ran, PENDAPATAN 4700 SP2D 264.072.000 PENGELOLAAN
. " ASLI DAERAH KEUANGAN
Terkait Cijulang,
DAERAH
2| 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 2.231.159.179 2.265.057.805,
Keuangan Daerah
BADAN
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekon PENDAPATAN PENGELOLAAN
2. 1 KPD 172. . KPD 175.440.
03 Pengeluaran Kas Daerah Pendapatan Daerah 9s 000.000 ASLI DAERAH 9s 5.440.000 KEUANGAN
DAERAH
Kab.
) . 8 BADAN
kasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, jumlah skpd yang melaksanakan rekon Panganda PENDAPATAN PENGELOLAAN
2. 2 (P Belanja, P i P -L KPD 240. .17 KPD 243.141.
03 mM“M”umS? elanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan laporan keuangan skpd 356l 0.359.179] M.:c._m: ASLI DAERAH 358 3 805 KEUANGAN
Juane, DAERAH
Cijulang
Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD ”M”.mm_,am BADAN
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban . . PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.03 |3 Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran mmEmm.nml Prognosis 6 Bulan berikutnya 1 Dokumen 350.000.000 _‘m.? ASLI DAERAH 1 Dokumen 353.500.000 KEUANGAN
yang disusun Cijulang,
DAERAH
Cijulang
Kab. BADAN
N Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Panganda
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan N PENDAPATAN PENGELOLAAN
203 |4 Keuangan Pemerintah Daerah M_mm_“_mm:—rzﬁm: Kabupaten Pangandaran yang 1 Dokumen 948.800.000 M.:L_m: ASLI DAERAH 1 Dokumen 967.776.000 KEUANGAN
jutang, DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperbup Penjabaran Panganda BADAN
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan . PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.03 |5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yan, 1 Dokumen 520.000.000 |ran, 1 Dokumen 525.200.000
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran m_m:mzmmz glaw yang Y ¢ .L_m: ASLI DAERAH Y KEUANGAN
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota c __:_m:W DAERAH




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

. . . . . 5 Target Akhir | Realisasi Capaian | Prakiraan Capaian Target Kelompo 2023 Perangkat Daerah
Kode Urusan/ Bidang Urusan, / / Sub / / Sub
/ = / Program/ S Periode RPJMD | RKPD Tahun 2020 RKPD Tahun 2021 Prioritas k Sasaran Penanggung Jawab
Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi |Sumber Dana = Target Pagu Indikatif
Nasional | Daerah
Jumlah Raperda Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang 1 Dokumen 1 Dokumen
disusun
j Ui
2.08 rusan 230.663.000.000, 251.301.217.659
Daerah
Kab.
2 BADAN
jumlah ajuan pencairan dari 93 desa, Panganda PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.04 Al is Pe Py | B K ! P | 200.f . . Pi | 220. . .
0 8 |Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten/provinsi 93 Proposal 00.000.000.000 M.:c._m: ASLI DAERAH 93 Proposal 0.000.000.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
”M”.m_&m BADAN
2.04 | 9 [Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Penyediaan Dana Darurat 1Tahun 7.500.000.000 ) PENDAPATAN 1Tahun 7.500.000.000; PENGELOLAAN
. 8 v Rites ASLI DAERAH Riteatte KEUANGAN
DAERAH
BADAN
Panganda | o N pAPATAN PENGELOLAAN
2. 1 D: B i ji j i i 23.163. . | 23.801.217.
04 |10|Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota jumlah ajuan pencairan dari 93 desa 93 Proposal 3.163.000.000 M.:L_m: ASLI DAERAH 93 Proposa 3.80; 7.659 KEUANGAN
Juane, DAERAH
Cijulang
P lolaan Data dan I i Sistem Informasi
2.05 230.400.000 232.356.000
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Kab.
BADAN
Jumlah laporan hibah, bansos dan bantuan Panganda | e\ o apaTAN PENGELOLAAN
2.05 | 1 |Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Keuangan yang disusun 12 Laporan 96.000.000 M.:LE: ASLI DAERAH 12 Laporan 97.224.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
Jumlah Laporan/LKT yang 4 Laporan 4 Laporan
lah | lisasi DBH CHT
ES ah laporan realisasi CHT yang 2 Laporan 2 Laporan
disusun
Kab.
Panganda BADAN
205 | 2 _Bn_mim_‘:mmm dan nt araan Sistem Informa: Jumlah Aplikasi pengelolaan keuangan 134,400,000 ran, PENDAPATAN 135.132.000 PENGELOLAAN
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah daerah " ASLI DAERAH KEUANGAN
Cijulang,
DAERAH
Cijulang
3| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.327.559.179 3.359.653.805
3| 2.01 Barang Milik Daerah 3.327.559.179 3.359.653.805
Kab.
BADAN
Jumlah Dokumen Berkas Penyusunan Panganda | e\ inapaTAN PENGELOLAAN
2.01 | 3 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 37.559.179 M.:L_m: ASLI DAERAH 1 Dokumen 39.000.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Panganda BADAN
PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.01 [ 4 |Ps Kebijakan P lol B: Milik D: h Py Perd 1 Dok 50.000.000 1 Dok 50.000.000
enyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daeral enyusunan Perda okumen ran, ASLI DAERAH okumen KEUANGAN
DAERAH
Panganda BADAN
PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.01 | 5 [Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Aset 1 Laporan 90.000.000 H.::;m: ASLI DAERAH 1 Laporan 90.000.000 KEUANGAN
jutang, DAERAH
lang
Kab.
vw:mmzam BADAN
2.01 | 6 |Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi 1 Laporan 930.000.000(ran, PENDAPATAN 1 Laporan 250.000.000 PENGELOLAAN
" ASLI DAERAH KEUANGAN
Cijulang,
. DAERAH
Cijulang
Kab.
_vM”mm:Qm BADAN
N h PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.01 | 7 |Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah kasus TPTGR yang ditangani 8 Kasus 520.000.000 M,_,_L_ms ASLI DAERAH 8 Kasus 995.653.805 KEUANGAN
Juane, DAERAH
Cijulang
. . 140 Bidang 140 Bidang
lah Tanah ifikatk:
Jumlah Tanah yang disertifikatkan Tanah Tanah
”M”.mm_,am BADAN
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, . PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.01 (10 Jumlah BMD yang akan dihapuskan 6 Paket 1.050.000.000 |ran, 6 Paket 1.200.000.000
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang P Cijulang ASLI DAERAH KEUANGAN
g DAERAH




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

. . . . . 5 Target Akhir | Realisasi Capaian | Prakiraan Capaian Target Kelompo 2023 Perangkat Daerah
Kod u Bid: u / [ Sub / / Sub
ode san/BicangsanRioerar/ u Gl u Periode RPJMD | RKPD Tahun 2020|  RKPD Tahun 2021 Prioritas | k Sasaran Penanggung Jawab
Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi |Sumber Dana = Target Pagu Indikatif
Nasional | Daerah
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dipindahtangankan (Balik Nama) ke 15 Unit 15 Unit
Kabupaten Pangandaran
. 1Bidang 1Bidang
lah lahan (Tanah PT.KAI) T
Jumiah lahan (Tana ) Tersedia Tanah Sewa Tanah Sewa
”M”.mmzam BADAN
201 |11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik [Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekon 35 Perangk 250,000,000 ran, PENDAPATAN 35 Perangka 435.000.000 PENGELOLAAN
Daerah BMD at Daerah Gijulan ASLI DAERAH t Daerah KEUANGAN
) 8 DAERAH
Cijulang
Kab.
vw:mm:am BADAN
2.01 [12|Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Aplikasi Pengelolaan BMD yang di 1 Laporan 200.000.000( ran, PENDAPATAN 1 Laporan 100.000.000] PENGELOLAAN
update Ciiulan, ASLI DAERAH KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
”M”.mm:am BADAN
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah L PENDAPATAN PENGELOLAAN
2.01 (13 Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek 35 Orang 200.000.000 M.sr“_m: ASLI DAERAH 35 Orang 200.000.000 KEUANGAN
Juane, DAERAH
Cijulang
4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.963.908.825 3.973.453.805
4| 2.01 { Daerah 3.963.908.825 3.973.453.805
WM”.mm:am BADAN
. L N " PENDAPATAN PENGELOLAAN
4| 2.01 | 1 |Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Aplikasi Yang Dikelola 1 Aplika: 516.600.000 Mm.._,:_m: ASLI DAERAH 516.400.000 KEUANGAN
Juane, DAERAH
Jumlah DHKP yang didistribusikan 70 Box 70 Box
Jumlah SPPT yang didistribusikan wuoooo spp wuoooo Spp
”M”.mm:am BADAN
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan L " I PENDAPATAN N PENGELOLAAN
4] 2.01 |2 Kebijakan Pajak Daerah. Jumlah Aplikasi Yang di Update 1 Aplikasi 204.793.197 H._,_L_m: ASLI DAERAH 1 Aplikasi 204.793.197 KEUANGAN
) 8 DAERAH
Cijulang
Kab.
Jumiah Wajib Pajak yang Mengikuti 250 Wajib Panganda | e\ inapaTAN 250 Wajib szw%wuﬁz
4] 2.01 P luh P | Kebijakan Pajak D h Py luh. P I Kebijak: 250.000.! 250.000.!
01 [ 3 |Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daera vm.:ﬂccc m::nm: enyebarluasan Kebijakan Pajak 50.000.000 Mm.:._ ASLI DAERAH Pajak 50.000.000 KEUANGAN
jak Daera julang, DAERAH
Cijulang
Kab. BADAN
. . . Panganda
4| 2.01 | 4 |Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumiah afat sistem online pajak hotel dan 20 unit 50.000.000 |ran, PENDAPATAN 20 unit 50.000.000 PENGELOLAAN
. v € ) restoran. | [Asti pagran 00 KEUANGAN
Juane, DAERAH
Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan
restoran.
”“”.mm:am BADAN
PENDAPATAN PENGELOLAAN
4| 2.01 | 5 |Pendat: dan Pendaft: Objek Pajak D h lik: di updat: 1 Aplik: 155.000.000 1 Aplik 155.000.000
endataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daeral aplikasi yang di update plikasi ran, ASLI DAERAH plikasi KEUANGAN
DAERAH
Jumlah Dok Tent: Data Objek pajak
umia " oxumen Tentang Data Dbjek paja 1 Dokumen 1 Dokumen
yang dihasilkan
”M”,mngm BADAN
ol 201 |6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Jumlah Data Obyek Pajak dan Nooﬁ.vo Obje 244.593.196 ran, PENDAPATAN Noom._o Obje 268.140.509 PENGELOLAAN
Daerah k Pajak Ciiulan ASLI DAERAH k Pajak KEUANGAN
julang, DAERAH
Cijulang
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan ”“”. anda BADAN
" s Jumlah transaksi pemindahan hak atas tanah 486 Dokum 83NC2 | pENDAPATAN 486 Dokum PENGELOLAAN
4| 2.01 | 7 |Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 485.800.000(ran, 491.800.000
dan bangunan en ASLI DAERAH en KEUANGAN
Bangunan (BPHTB) DAERAH




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun

. . . . . 5 Target Akhir | Realisasi Capaian | Prakiraan Capaian Target Kelompo 2023 Perangkat Daerah
Kode Urusan/ Bidang Urusan, / / Sub / / Sub
/ = / Program/ S Periode RPJMD | RKPD Tahun 2020 RKPD Tahun 2021 Prioritas k Sasaran Penanggung Jawab
Target 2022 Pagu Indikatif Lokasi |Sumber Dana = Target Pagu Indikatif
Nasional | Daerah
Kab.
ab BADAN
6000 Objek Panganda | e\ o apaTAN 6000 Objek PENGELOLAAN
2.01 | 9 |Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak Pajak 284.142.842 H.:LE: ASLI DAERAH Pajak 246.593.197 KEUANGAN
jutang, DAERAH
Cijulang
Kab.
2 BADAN
1500 Objek Panganda | e\ inapaTAN 1500 Objek PENGELOLAAN
2.01 [10]P¢ i Verifikasi D: Pel Pajak D: h lah Objek Pajak i itoril 200. . 200. .
) 0| Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daeral Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring Pajak 00.000.000 M.:c._m: ASLI DAERAH Pajak 00.000.000 KEUANGAN
jutane, DAERAH
Cijulang
Kab. BADAN
Panganda
2.01 |11|Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah 4200 Doku 987.787.795 ran PENDAPATAN 4200 oku 994.535.902 PENGELOLAAN
’ 8 ) 8 ) men ! . ! ASLI DAERAH men . ) KEUANGAN
DAERAH
Jumlah laporan Monitoring Evaluasi
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 93 Laporan 93 Laporan
Jumlah laporan realisasi PBB-P2 12 Laporan 12 Laporan
”M”.mm:am BADAN
N . Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, 345 Dokum PENDAPATAN 345 Dokum PENGELOLAAN
4] 2.01 |12|Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak en 151.969.000 _‘m,.? ASLI DAERAH en 160.969.000 KEUANGAN
Cijulang,
N DAERAH
Cijulang
Jumlah reklame yang ditertibkan 10 Reklame 10 Reklame
Kab. BADAN
60 Wajib Panganda | o\ napATAN 60 Wajib PENGELOLAAN
4| 2.01 |13|P d Py ik dan P Pajak D: h Jumlah Wajib Pajak D: h Diperik: 433.222.795, 435.222.000
engendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daera umlah Wajib Pajak Daerah yang Diperiksa Paiak ran, ASLI DAERAH Paiak KEUANGAN
Cijulang, DAERAH




